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MOTTO 
 
 
… يٱ ٍََٝع ْاُٛٔ َٚ َاَعذ َلَ َٚ  ِۡزإ  ۡيٱ َٚ  َِ  ۡذُع  ۡ ِْ ََٰٚ  ۡ  َ َّللّٱ ْاُٛمَّذٱ َٚ  ۡ  ُذ٠ِذَش َ َّللّٱ َّْ ِإ
يٱ  ۡ ِباَمِع٢ 
 
Artinya 
… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya   
(QS. Al-Maidah ayat 2) 
 
 
 ٌْا ُٓ ِ ْؤ ُّ ٌٍِْ َ او ِٓ ِ ْؤ ُّ اَ١ْٕ ُث ٌْ ُّذُشَ٠ ِْ  غْعَت ُُٗؼْعَت  
 
Artinya 
“Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, bagaikan satu bangunan, 
satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. „Kemudian Rasulullah 
menganyam jari-jemarinya.”  
(HR. Al Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa Radhiyallahu „anhu)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
خ ta t Te 
ز Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ض jim j Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ر żal ż Zet (dengan titik di atas) 
س ra r Er 
 
 
ix 
 
ص zai z Zet 
ط sin s Es 
ػ syin sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ع Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ؽ Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ن kaf k Ka 
ي lam l El 
َ mim m Em 
ْ nun n En 
ٚ wau w We 
ٖ Ha h Ha 
ء Hamzah ...’… Apostrop 
ٞ Ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah i i 
 
 
x 
 
 Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةرو Kataba 
2. شور Żukira 
3. ة٘ز٠ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ٜ...أ Fathah dan ya ai a dan i 
ٚ...أ Fathah dan wau au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ف١و Kaifa 
2. يٛح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٞ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ٞ...أ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
ٚ...أ 
Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 
xi 
 
1. يال Qāla 
2. ً١ل Qīla 
3. يٛم٠ Yaqūlu 
4. ِٟس Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يافؽلأا حػٚس Rauḍah al-aṭfāl  
2. ححٍؽ Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. إّتس Rabbana 
2. يّضٔ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  يا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
 
 
 
xii 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًجّشٌا Ar-rajulu 
2. يلاجٌا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًوأ Akala 
2. ْٚزخأذ Taꞌkhuzūna 
3. ؤٌٕا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 محمد اِ ٚيٛعسلَإ  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ٓ١ٌّاعٌا بس لله ذّحٌا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
xiii 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ٌٛٙ الله ْإٚ
ٓ١لصاشٌاش١خ 
 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
ْاض١ٌّاٚ ً١ىٌا اٛفٚأف 
 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Veronica Wulan Dary, NIM: 142.111.062, “Praktik Waralaba 212 Mart 
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah 
Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Di 
Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta)” 212 Mart merupakan 
minimarket modern yang didirikan berjamaah dibawah naungan Koperasi Syariah 
212 dan dikelola bersama Komunitas Koperasi Syariah 212. Hubungan hukum 
antara keduanya adalah kerjasama kemitraan dengan sistem waralaba (franchise). 
212 Mart adalah bentuk kerjasama ekonomi yang menggunakan prinsip Islami 
dengan harapan untuk menentang individualisme dan kapitalisme penguasaan 
pasar yang terjadi di Indonesia saat ini. Kecilnya kepemilikan ummat dalam 
berbagai sektor baik keuangan, properti, ritel, dan berbagai jenis industri dan 
manufaktur sedangkan besarnya daya beli ummat yang hingga saat ini tidak 
dikoordinasikan dengan sistematis dan terstruktur menjadikan motivasi oleh 
Koperasi Syariah 212 dalam mendirikan usaha dengan sistem berjamaah. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik 212 Mart apakah sudah 
memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Perundang-Undangan di 
Indonesia serta relevansi praktik akad syirkah yang digunakan dalam sistem 
waralaba (franchise). 
Penellitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field researce), yaitu 
suatu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi terkait guna memperoleh data 
yang benar dan akurat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat 
induktif dengan menggunakan fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 
tentang Syirkah; Peraturan Menteri Koperasi da Usaha kecil Menengah Nomor: 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi; serta Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 
2007 tentang waralaba (Franchise) sebagai alat analisis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik waralaba 212 mart yang 
dilakukan oleh Komunitas Koperasi Syariah 212 di Surakarta sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah  dan Peraturan 
Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Namun pada Standar 
Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Syariah 212 belum memenuhi 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
No:11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Hubungan Hukum antara 
Koperasi Syariah 212 dengan 212 Mart di daerah Surakarta adalah sebuah 
hubungan kemitraan bisnis yang memakai sistem waralaba (Franchise). 
 
 
Kata Kunci: Praktik, 212Mart, Fatwa Dewan Syariah, Peraturan Pemerintah, 
SOM, Waralaba.  
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ABSTRACT 
 
Veronica Wulan Dary. 2018. SRN. 14.21.1.1.062. “212 Mart Practice 
According to Fatwa of the DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning 
the syirkah agreement And Government Regulation Number 42 of 2007 
concerning Waralaba (The Study in the Islamic Cooperative 212 of 
Surakarta Community)" 212 Mart is a modern minimarket which is established 
in congregation under the auspices of the Syariah 212 Cooperative and managed 
by the Sharia CooperativeCommunity 212. The legal relationship between the two 
is a partnership with a franchise system. 212 Mart is a form of economic 
cooperation that uses Islamic principles with the purppose of opposing 
individualism and market domination capitalism that occur in Indonesia today. 
The small ownership of the ummah in various sectors, including finance, property, 
retail, and various types of industries and manufacturing, while the magnitude of 
the ummah's is purchasing power which until now has not been coordinated 
systematically and structurally has motivated the Sharia Cooperative 212 to 
establish a business with a congregational system. This research was conducted to 
determine the practice of 212 Mart whether it has fulfilled the provisions of the 
National Sharia Council Fatwa and Legislation in Indonesia as well as the 
relevance of the syirkah contract practice used in the franchise system. 
This research includes in field research, which is a study conducted directly 
to the relevant location in order to obtain correct and accurate data. The data 
collection methods in this study are using interviews, observation, and 
documentation. This research is inductive by using DSN-MUI fatwa No: 114 / 
DSN-MUI / IX / 2017 concerning Syirkah; Minister of Cooperatives and Small 
and Medium Enterprises Regulation Number: 11 / Per / M.KUKM / XII / 2017 
concerning the Implementation of Savings and Loan Business Activities and 
Sharia Financing by Cooperatives; as well as Law Number 40 of 2007 concerning 
Franchisees as an analytical tool.. 
 The results of the research is the practice by franchise of 212 mart 
conducted by the Syariah Cooperative Community 212 in Surakarta is in 
accordance with the fatwa DSN-MUI Number: 114/DSN-MUI/IX/2017 
concerning the syirkah agreement and Government Regulation Number: 42 of 
2007 concerning franchises. but, the Management Operational Standard (SOM) of 
this Cooperative Sharia 212 has not fulfilled the Regulation of the Minister of 
Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 concerning the Implementation of Loan and Sharia 
Financing Activities by Cooperatives. Legal Relations between the Cooperative 
Sharia 212 and this 212 Mart in the Surakarta area is a relationship  by business 
partnership that uses a franchise system. 
 
 
Keywords: Practice, 212 Mart, Sharia Fatwa, Government Regulation, SOM, 
Franchise. 
  
 
 
xviii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ....................................... ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI  ............................................ iii 
HALAMAN NOTA DINAS ................................................................................. iiv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH ................................................... v 
HALAMAN MOTTO ............................................................................................ vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................... viii 
KATA PENGANTAR .......................................................................................... xv 
ABSTRAK ........................................................................................................... xvi 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xviii 
DAFTAR TABEL  .............................................................................................. xxii 
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xxiii 
DAFTAR LAMPIRAN  ..................................................................................... xxiv 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5 
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 5 
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 6 
E. Kerangka Teori .......................................................................................... 7 
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 14 
G. Metode Penelitian .................................................................................... 18 
H. Sistematika Penelitian  ............................................................................. 20 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Konsep Umum Tentang Koperasi dan Koperasi Syariah .......................... 21 
1. Pengertian ............................................................................................. 21 
2. Sejarah Koperasi  ................................................................................ 24 
 
 
xix 
 
3. Landasan Koperasi ............................................................................... 27 
4. Bentuk-Bentuk Koperasi  ..................................................................... 29 
5. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah ......................................... 31 
6. Permodalan Koperasi ........................................................................... 32 
7. Prosedur Pendirian Koperasi  ............................................................... 33 
8. Perangkat dan Struktur Organisasi Koperasi ....................................... 35 
9. Fatwa DSN-MUI tentang Syirkah  ....................................................... 38 
B. Tinjauan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)  ........................... 47 
1. Pengertian Standar Operasional Prosedur ............................................ 47 
2. Tujuan Standar Operasional Prosedur  ................................................. 48 
3. Sasaran Pedoman SOP Koperasi Syariah ............................................ 48 
C. Tinjauan Standar Operasional Manajemen (SOM)  ................................... 49 
1. Pengertian ............................................................................................. 49 
2. Struktur Standar Operasional Manajemen ........................................... 52 
3. Pembinaan Koperasi............................................................................. 52 
D. Konsep Umum Tentang Waralaba (Franchise)  ........................................ 53 
1. Pengertian Waralaba ............................................................................ 53 
2. Dasar Hukum formal Waralaba ........................................................... 57 
3. Kewajiban Para Pihak  ......................................................................... 58 
4. Pendaftaran Waralaba .......................................................................... 62 
5. Waralaba dalam Perspektif Islam Menurut Teori Akad ...................... 64  
6. Macam-Macam Bentuk Waralaba........................................................ 66 
7. Ketentuan Perjanjian Waralaba ............................................................ 67 
 
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah 212  .................................................. 69 
1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah 212 ....................................... 69 
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah 212 .................................................... 70 
3. Tujuan Koperasi Syariah 212 ............................................................... 71 
4. Landasan Hukum Koperasi Syariah 212 .............................................. 71 
5. Produk Koperasi Syariah 212 .............................................................. 72 
 
 
xx 
 
6. Keuntungan Koperasi Syariah 212 ...................................................... 75 
7. AD/ART Koperasi Syariah 212 ........................................................... 76 
8. Syarat, Kewajiban, dan Hak Keanggotaan KS212............................... 77 
9. Struktur Organisasi Koperasi Syariah 212 ........................................... 78 
10. Standar Operasional Prosedur (SOP)  .................................................. 79 
11. Standar Operasional Manajemen (SOM)  ............................................ 84 
B. Deskripsi Tentang 212 Mart..................................................................... 107 
1. Apa itu 212 Mart ?  ............................................................................ 107 
2. Nilai Investasi 212 Mart ..................................................................... 108 
3. Sistem Kemitraan  .............................................................................. 109 
4. Nilai Lebih 212 Mart .......................................................................... 111 
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) 212 Mart ................................. 113 
C. Deskripsi Tentang Komunitas Koperasi Syariah 212 .............................. 115 
1. Apa itu Komunitas Koperasi Syariah 212 ?  ...................................... 115 
2. Persyaratan Komunitas ...................................................................... 115 
3. Pengesahan Komunitas  ..................................................................... 116 
4. Syarat Pengurus Komunitas 212 ........................................................ 116 
5. Batasan Kewenangan Komunitas  ...................................................... 116 
6. Peranan Komunitas Koperasi Syariah 212 ......................................... 117 
7. Pengurus Komunitas, Cabang, dan Wilayah ...................................... 122 
8. Pengembangan Usaha  ....................................................................... 122 
9. Merk 212  ........................................................................................... 124 
10. Pemberhentian Pengurus Komunitas, Cabang, dan Wilayah  ............ 125 
11. Susunan Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Ska ................. 126 
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Berinvestasi di 212 Mart ........ 130 
 
BAB IV PRAKTIK 212 MART MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH 
NASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
A. Praktik Operasional dan Manajemen Koperasi Syariah 212.................... 130 
B. Hubungan Hukum antara Koperasi Syariah 212 dengan 212 Mart di 
Surakarta  ................................................................................................. 132 
 
 
xxi 
 
C. Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad 
Syirkah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba terhadap Praktik waralaba 212 Mart di Surakarta  ................... 134 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan  ............................................................................................. 142 
B. Kritik  ....................................................................................................... 143 
C. Saran  ........................................................................................................ 143 
1. Kepada Koperasi Syariah 212 ............................................................. 143 
2. Kepada Anggota .................................................................................. 144 
 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 145 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
xxii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1 : Struktur Organisasi Koperasi Syariah 212  ................................. 36 
Tabel 2 : SOM KSPPS/USPPS  .................................................................. 52 
Tabel 3 : Jumlah Keanggotaan Koperasi Syariah 212   ............................. 78 
Tabel 4 : Susunan Organisasi Koperasi Syariah 212 .................................. 78 
Tabel 5 : Susunan Acara RAT Koperasi Syariah 212 ................................. 82 
Tabel 6 : Laporan SHU Tahun Buku 2017   .............................................. 92 
Tabel 7 : Laporan SHU  ............................................................................. 93 
Tabel 8 : Grafik Simpanan Wajib  .............................................................. 96 
Tabel 9 : Grafik Simpanan Sukarela   ........................................................ 97 
Tabel 10 : Modal Sendiri Koperasi Syariah 212   ........................................ 98 
Tabel 11 : Laporan perubahan Modal/ Ekuitas   .......................................... 98 
Tabel 12 : Nilai Investasi 212 Mart   ........................................................... 108 
Tabel 13 : Total Daerah Komunitas Keseluruhan  ..................................... 117 
Tabel 14 : Perhitungan Bagi Hasil  ............................................................ 123 
Tabel 15 : Susunan Pengurus Komunitas KS212 Surakarta   .................... 126 
 
  
 
 
xxiii 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1 : Akta Notaris Koperasi Syariah 212  ............................................ 71 
Gambar 2 : Daftar Online Koperasi Syariah 212  ........................................... 80 
Gambar 3 : Alur Proses Investasi Koperasi Syariah 212 ................................ 83 
Gambar 4 : Ilustrasi Kehadiran 212 Mart  ................................................... 107 
Gambar 5 : Sketsa Type 212 Mart  .............................................................. 108 
Gambar 6 : Jumlah Gerai 212 Mart  ............................................................ 110 
Gambar 7 : Proses Kemitraan  ...................................................................... 110 
Gambar 8 : Langkah Mendirikan 212 Mart .................................................. 114 
Gambar 9 : Daftar Komunitas Koperasi Syariah 212 se-indonesia  ...........  124 
Gambar 10 : Pengesahan Komunitas Koperasi Syariah 212 .......................... 129 
  
 
 
xxiv 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Komunitas KS 212 Surakarta. 
Lampiran 2 : Dokumen Surat Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa. 
Lampiran 3 : Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017. 
Lampiran 4 : Gerai 212 Mart Colomadu. 
Lampiran 5 : KOPDAR Pembentukan Komunitas Koperasi Syariah 212   
Boyolali. 
Lampiran 6 : Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta. 
Lampiran 7 :Kondisi Transaksi Jual Beli di Gerai 212 Mart Colomadu. 
Lampiran 8 : Jadwal Penelitian 
  
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian  
Koperasi diyakini sebagai alternatif dan sebagai instrument ekonomi dalam 
kehidupan umat Islam yang memiliki sebuah tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor produktivitas. Koperasi dapat 
juga dipandang sebagai bentuk instrumen kebijakan yang dapat mencerminkan 
kekeluargaan yang didasarkan pada asas soko guru perekonomian.
1
 
Melihat demikian kompleksnya permasalahan ekonomi makro dan mikro 
yang disebabkan telah bergulirnya globalisasi ekonomi, gerakan Koperasi baik 
dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) maupun Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS), atau juga Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) rasanya 
sangat tepat untuk menghadapinya, dengan beberapa alasan: Pertama, peran usaha 
mikro dan kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk 
Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan investasi sangat menentukan 
dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Kedua, tentang struktur pelaku 
usaha di Indonesia terlihat bahwa kategori dalam skala mikro dan kecil 
menunjukkan populasi yang paling besar dibandingkan skala usaha menengah 
besar. Ketiga, jumlah usaha kecil sesuai dengan hasil survei Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tahun 2005 dilaporkan sebanyak 44.621.823 unit atau 99,84 persen 
dari total pelaku usaha di Indonesia, sedangkan usaha menengah dan besar 
                                                          
1
 Bryzan Pratama Raka Juang, “Strategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Untuk 
Pembiayaan Pertanian Hortikultura” Skripsi, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis, 2016,  hlm 6. 
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masing-masing dilaporkan sebanyak 67.765 unit atau 0,15 persen dan 4171 unit 
atau 0,01 persen. Dari angka-angka ini menunjukkan harapan untuk terus 
berusaha dan berupaya untuk memberdayakan usaha mikro kecil melalui berbagai 
kebijakan dan program-program yang melibatkan berbagai stake holder, termasuk 
didaamnya adalah perbankan dan koperasi.
2
 
    Meskipun saat ini jumlahnya masih minim, namun perkembangan 
Koperasi Syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Saat ini jumlah unit usaha 
Koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya 
merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan tercatat 
jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri 
mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 Triliun dengan volume usaha 
mencapai Rp 5,2 Triliun. Perkembangan Koperasi Pembiayaan Syariah sangat 
potensial. Kinerjanya saat ini dapat dikatakan sangat baik, berkualitas dari sisi 
kesehatan Koperasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan IT.
3
  
Lahirnya Koperasi di Indonesia tidak lain untuk menentang individualisme 
dan kapitalisme secara fundamental. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada 
kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi 
Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan 
                                                          
2
Ahmad Sumiyanto, BMT: Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: ISES Pubishing, 2008), 
hlm. 8 
3GoUKM,“Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223” http://goukm.id/ 
jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/ diakses pada 13 Maret 2018 pukul 15. 
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fungsional seperti Pegawai Negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya 
termasuk jenis Koperasi yang dapat dinikmati semua kalangan.
4
  
Oleh karena itu, dengan semakin majunya masyarakat dan semakin 
kompleksnya problem yang dihadapi, para ulama menyadari perlunya ijtihad 
secara kolektif (jama>„î) agar suatu permasalahan dapat ditinjau dari pelbagai 
disiplin sehingga melahirkan jawaban yang komprehensif. Maka muncullah 
berbagai lembaga fatwa di tanah air. Keberagamaan umat Islam di Indonesia 
sangatlah bercorak fikih. Setiap permasalahan keagamaan dilihat dari pendekatan 
hukumnya, apakah haram atau halal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa 
perlu memperoleh legitimasi para ulama atas pelbagai kebijakan yang diambilnya 
agar tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Karena itu kehadiran 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 
mensukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Sebagai 
tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah wadah di bawah naungannya yang 
kemudian dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN).
5
 
Salah satu produk Koperasi Syariah 212 yang berada di Surakarta yaitu 212  
Mart yang berada di Kelurahan Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. Diharapkan Mart 212 dapat menjadi agen bagi para warung 
tradisional untuk membeli produk baik grosir mauun eceran untuk dijual kembali. 
212 mart membuka kesempatan berinvestasi oleh masyarakat. Dari data yang 
penulis dapatkan, hal-hal yang menjadi latarbelakang banyaknya komunitas 212 
                                                          
4Ismi Handayani, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam 
Syariah Bmt Akbar Tahun Buku 2006-2007” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, 2009, hlm. 1.     
5
Nur Hidayah, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan 
Syariah di Indonesia, AL-„ADALAH, Vol. X, No. 1, Januari 2011, hlm. 43.  
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di wilayah Surakarta karena Koperasi Syariah 212 didirikan oleh tokoh-tokoh 
umat Islam sebagai bentuk implementasi semangat Aksi 212 yang penuh 
persaudaraan dan kebersamaan serta 212 martnya bersinergi dengan warung 
tradisional dengan memberikan konsinyasi berupa penitipan produk warga untuk 
dijual di gerai 212 mart terdekat. Di Jakarta, misalnya menurut survei tentang 
pergeseran belanja ke minimarket ini disebabkan oleh tiga faktor utama yakni 
Pertama, Jarak yang dekat dengan tempat tinggal; Kedua, Mudah dicapai; Ketiga, 
hampir tidak dibutuhkan biaya untuk mencapainya.
6
 Oleh karena itu diharapkan 
produk usaha Koperasi Syariah 212 menjadi wadah perjuangan ekonomi untuk 
mencapai kemandirian ekonomi umat. Segala potensi keberhasilan Koperasi 
Syariah 212 tersebut dapat dicapai dengan terciptanya pembentukan Koperasi 
Syariah secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-
nilai yang ditetapkan. 
Alasan penulis melakukan penelitian pada Mart 212 karena ia bagian dari 
Koperasi Syariah 212 yang mana Koperasi ini adalah Koperasi Primer berskala 
Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam serta banyaknya Komunitas 
Koperasi Syariah 212 berbasis wilayah Kota maupun Kabupaten yang bertujuan 
untuk mengembangkan Koperasi Syariah 212 dan ikut mengembangkan ekonomi 
umat berlandaskan spirit 212. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan 
pemaparan kondisi nyata dilapangan maka penulis ingin meneliti bagaimana 
pelaksanaan praktik 212 Mart yang dijalankan oleh Komunitas Koperasi Syariah 
diwilayah Surakarta. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti 
                                                          
6
Mardiyanto, Rahasia Ssukses Bisnis Minimarket, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2007), hlm. 2.  
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lebih dalam dengan mengambil judul “Praktik Waralaba 212 Mart Menurut 
Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Dan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi di 
Komunitas Koperasi Syariah 212 di Surakarta)” 
 
B. Rumusan masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini dapat lebih 
terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu: 
1. Bagaimana praktik operasional prosedur dan manajemen yang dijalankan 
Koperasi Syariah 212 ? 
2. Bagaimana hubungan hukum antara Koperasi Syariah 212 pusat dengan 212 
Mart didaerah Surakarta ? 
3. Bagaimana pandangan Fawa Dewan Syariah Nasional dan Perundang-
Undangan di Indonesia mengenai praktik 212 Mart di Surakarta ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Operasional dan Manajemen yang dijalankan 
Koperasi Syariah 212. 
2. Untuk menjelaskan hubungan hukum antara Koperasi Syariah 212 pusat 
dengan 212 Mart didaerah Surakarta.  
4. Untuk mengetahui pandangan Fawa Dewan Syariah Nasional dan perundang-
undangan di Indonesia mengenai praktik 212 Mart di Surakarta.   
6 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 
Koperasi, Universitas, Peneliti dan Pembaca. 
1. Manfaat secara teoritis 
Manfaat teoritis ini berlatarbelakang dari tujuan penelitian varifikatif, untuk 
mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan 
teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidak puasaan atau 
keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan 
kembali secara empiris.
7
 
2. Manfaat secara praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 
masukan berupa saran-saran serta pertimbangan untuk kemajuan Koperasi serta 
memotivasi pengurus agar lebih baik kinerjanya dalam menjalankan Koperasi. 
1) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait lembaga 
Koperasi Syariah dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya 
khasanah ilmu penegtahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah. 
2) Diharapkan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian 
mengenai lembaga Koperasi khususnya Koperasi Syariah serta hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian untuk 
tahap berikutnya.   
 
 
                                                          
7
Arlina, Karya Tulisku, http://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan 
-manfaat.html. diakses pada  hari Senin 9 April 2018 pukul 00:21. 
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E. Kerangka Teori 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktik adalah pelaksanaan secara 
nyata apa yang disebut dalam teori.
8
 Sedangkan menurut Komaruddin “Praktik 
merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam 
teori.”9 Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan 
usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum koperasi, dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
10
  
Secara etimologis, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation, 
yang artinya kerjasama, sedangkan dalam bahasa Arab, koperasi disebut syirkah, 
yang berarti perserikatan atau perkongsian. Koperasi Syariah sebagai salah satu 
lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi memiliki upaya untuk 
menggerakan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan 
lembaga keuangan pada tingkat ini relatif mampu mengurangi ketergantungan 
masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir, karena lembaga syariah ini 
terdiri dari dua divisi yaitu:  
Pertama, divisi sosial yang mengelola zakat, infaq, dan sadaqah serta wakaf 
(ZISWAF) berusaha mengangkat kaum lemah untuk lebih produktif dalam 
hidupnya dengan memanfaatkan dana dari ZISWAF yang tidak dibebani biaya 
pinjaman (pinjaman lunak yang bersifat sosial). Kedua, divisi bisnis berfungsi 
                                                          
8
Alwi Hasan dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 892. 
9
Komaruddin Sastradipoera, Pengembangan dan Pelatihan: Suatu Pendekatan Manajemen 
Sumber Daya Manusia. (Bandung: Kappa Sigma, 2006), hlm. 200.  
10
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116) 
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untuk menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan 
sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam ini, masyarakat 
termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup mereka.
 11
 
Operasional Manajemen Koperasi Syariah diatur dalam Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Smpan Pinjam 
dan Pembiyaan Syariah Koperasi Syariah.
12
 Akad yang digunakan pada koperasi 
Syariah adalah Syirkah yang mana menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil 
sebagaimana dikutip oleh Happy Susanto, Syirkah adalah kerjasama usaha antara 
dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 
membeikan konstribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara etimologis, syirkah 
mempunyai arti percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat 
dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.
13
  Adapun secara terminologi, 
Syirkah adalah suatu badan usaha dibidang perekonomian yang memiliki 
keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
14
 
                                                          
11
Muhammad Qasthalani, Peran Koperasi Syariah dalam mendukung Terciptanya 
Kesejahteraan Anggotan dan Masyarakat, Jurnal ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 5. 
12
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 
Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Smpan Pinjam dan 
Pembiyaan Syariah Koperasi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86) 
13
Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: Visi 
Media, 2008), hlm. 60.  
14
 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kharisma 
Putra Utama, 2015), hlm. 225. 
9 
 
 
 
Rasulullah SAW, pernah bersabda, “Semoga Allah memberikan rahmat-Nya 
kepada orang yang murah hati (sopan) pada saat dia menjual, membeli, atau saat 
dia menuntut haknya” (Hadis).15 Landasan normatif yang diterapkan pada 
Koperasi Syariah adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Sedangkan azas yang dianut adalah tolong menolong atau 
gotong-royong. Ayat al-Qur‟an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi 
antara lain: 
QS. Shaad ayat 24: 
دَقَل َلاَق  ۡ عَو ِلاَؤُسِت َكَمَلَظ  ۡ ِهِجاَعِو َٰىلِإ َكِتَجۖۦ زيِثَك َّنِإَو  ۡلٱ َه ِّم ا  ۡاََطلُخ  ۡ ِء
ةََيل  ۡعَت يِغ  ۡمُهُض  ۡ عَت َٰىلَع  ۡ ِت َٰحِل َّٰصلٱ ْاُىلِمَعَو ْاُىىَماَء َهيِذَّلٱ َِّلَّإ ٍضليِلَقَو  ۡ  ا َّم
مُه  ۡ  ۡ  ُوَاد َّهَظَوۥسٲَف ُه ََّٰىَتف اَمََّوأ ُد  َۡغت  ۡ ُهَّتَر ََزفۥ عِكاَر ََّّۤزَخَو  ۡ َباََوأَو َّۤا۩ ٤٢   
Artinya:  
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan 
Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” 
 
Kata khulatha> dalam ayat diatas adalah orang yang melakukan kerjasama. 
Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian. Dan larangan untuk menzalimi 
mitra kongsi.
16
 Nabi Muhammad SAW mengenai kemitraan usaha yang telah 
dipraktekkan membuktikan bahwa sahabat terlatih dan mematuhinya dalam 
menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan 
                                                          
15
Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan 
Pustaka, 2006), hlm. 16. 
16
Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahsa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad 
Ikhwani dan Budiman Musthofa, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 464.  
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persetujuan dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 
Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:
 17
 
 ْٓ َع ِْ ا َل ِش ْت ِّضٌا ُٓ ْت ُذ َّّ َح ُِ  ا ََٕ ش َّذ َح ُّٟ ِظ١ ِّظ ِّ ٌْا َْ ا َّ ْ١ ٍَ ُع ُٓ ْت ُذ َّّ َح ُِ  ا ََٕ ش َّذ َح
 ُيُٛم َ٠ َ َّاللَّ َّْ ِإ َيا َل ُٗ َع َف َس َج َش ْ٠ َش ُ٘ ِٟتَ أ ْٓ َع ِٗ ١ ِتَ أ ْٓ َع ِ ّٟ ِّ ْ١َّ رٌا َْ ا َّ١ َح ِٟتَ أ
 ُد ْج َش َخ ُٗ َٔا َخ ا َر ِئ َف ُٗ َث ِحاَط ا َّ ُ٘ ُذ َحَ أ ْٓ ُخ َ٠ ُْ َ ٌ ا َِ  ِٓ ْ١ َى٠ ِش َّشٌا ُس ٌِاَ ش ا ََٔ أ
ا َّ ِٙ ِ ٕ ْ١ َت ْٓ ِ  
Artinya:  
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At 
Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; 
sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat 
kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari 
keduanya."(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)”18 
 
 Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau 
berkongsi dibolehkan dalam Islam dan Allah SWT akan selalu bersama kedua 
orang yang berkongsi dalam memberikan bentuan pada kemitraan itu dan 
menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari 
keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan 
tidak memberikan berkah dan pertolongan.
19
 
Dalam mengelola sebuah lembaga seorang pemimpin Menurut Jonathan L. 
Palapak sebagaimana dikutip oleh Hermawan Kertajaya bahwa,  
Apabila kita dalami elemen-elemen pokok dari kepemimpinan, maka semua 
harus diwarnai, dicerahi, dan dilandasi oleh ajaran, nilai dan prinsip-prinsip 
agama. Visinya adalah visi penyelamat, visi transformasi, visi pemeliharaan, 
visi kasih, visi pemberdayaan, dan visi kekekalan. Strateginya adalah strategi 
pemberdayaan, penyelamatan, dan pembaruan. Sistem nilai, ajaran, dan 
prinsip-prinsip agama menjadi pegangan, landasan, acuan, dan arahan utama 
dalam memilih pola komunikasi, skenario yang akan digelar.
20
  
                                                          
17
 Mohammad Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 423. 
18
 TafsirQ, “Hadits Abu Daud Nomor 2936”,  https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/2936, 
diakses pada hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 9:15 WIB. 
19Mohammad Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap… hlm. 424. 
20
Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syakir Sula, Syariah Marketing… hlm. 10. 
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Selain itu, untuk menciptakan kesejahteraan anggota koperasi pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka, 
diperlukan manajemen yang baik agar tujuan Koperasi tercapai dengan efisien 
tidak berdasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan 
partisipasi.
21
 Para manajer profesional Koperasi menggunakan metode yang sama 
seperti manajemen pada umumnya, hal mendasar yang membedakan manajemen 
koperasi dengan manajemen lembaga umum lainnya adalah terletak pada rapat 
anggota, pengurus dan pengawas, serta nilai-nilai dan tujuan yang harus 
diperjuangkan, sehingga Fungsi utamanya yaitu mengupayakan kepemimpinan 
bagi anggota dan pengurus terpilih didalam pengembangan kebijakan dan strategi 
yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya 
tercapai. 
22
 
A.H. Gophar sebagaimana dikutip oleh Arifin Sitio mengatakan bahwa,  
“manajemen Koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, 
yaitu organisasi, proses, dan gaya. Pada akhirnya keberhasilan Koperasi 
tergantung pada ketiga unsur tersebut dalam mengembangkan organisasi dan 
usaha Koperasi yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 
anggota dan masyarakat. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan 
kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan Koperasi 
berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian.
23
  
 
Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan 
sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat 
                                                          
21
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Lembaran negara  
22
Arifin Sitio dan Haloman Tamba. KOPERASI: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 
2001), hlm.33. 
23Ibid… hlm. 41. 
12 
 
 
 
mengembangkan manajemen dan demokrasi didalam koperasi sebagaimana 
dinyatakan Peter Davis yaitu: “Pengembangan prinsip-prinsip manajemen 
koperasi, akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional 
dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, 
akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek Koperasi”.24 
Dalam mengembangkan produk usahanya, sebuah koperasi dapat 
melakukan kerjasama dengan pihak lain terutama koperasi yang mengutamakan 
kebutuhan anggota seperti kebutuhan konsumsi. Oleh karena itu untuk menjaga 
kerjasama tersebut dibutuhkan sebuah perjanjian agar hubungan hukum para 
pihak jelas dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Hubungan hukum itu 
sendiri adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan 
hukum terdapat hak dan kewajiban para pihak. Barangsiapa yang mengganggu 
atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk 
menghormatinya. Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana 
dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa, “dalam tiap hubungan hukum terdapat 
pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut “prestatie 
subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut “plicht subject”25  
Hubungan hukum tersebut ada tiga macam jenisnya yaitu: 
1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechsbetrekkingen). 
Dalam hal ini hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain hanya 
berkewajiban. Kesimpulannya hanya ada satu pihak yang memberikan sesuatu, 
dan pihak lain yang berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata). 
                                                          
24
Annisa Ratna Sari, Manajamen Koperasi, Maslahah, Vol.1, No. 1, Juli, 2010, hlm. 3. 
25
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 269. 
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2. Hubungan hukum bersegi dua atau tweezijdige rechtsbetrekkingen 
Para pihak berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Begitupula 
berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak lain (Pasal 1457 KUH 
Perdata). 
3. Hubungan hukum “satu” subjek hukum dengan “semua subjek hukum lainnya” 
hubungan ini terdapat dalam hal “eigendomsrecht” yaitu pemilik berhak 
memungut segala kenikmatan (genot) asalkan tidak melanggar peraturan 
hukum serta memindah tangankan atau “vervreemdem” (menjual, memberikan, 
menukar, mewariskan) secara legal.
26
 
Sehubungan hal tersebut, praktik hukum dalam menjalankan koperasi 
dinyatakan boleh atau halal, selama didalamnya tidak ada unsur kezaliman, 
kecurangan, penipuan, ataupun praktik-praktik yang mengarah pada riba. 
Misalnya, koperasi hanya bergerak dalam bidang utang piutang dimana para 
anggotanya meminjam uang kepada koperasi dan pihak koperasi hanya 
mengordinasi pinjaman itu kepada Bank. Dalam hal ini, para anggota meminjam 
uang ke Bank yang dikoordinasi oleh Koperasi. Koperasi mendapatkan fee dari 
pinjaman itu. Anggota yang pinjam uang harus membayar bunga dan fee untuk 
kas koperasi. Praktik ini jelas dilarang dalam Islam.
27
 Sehingga diperlukan aturan 
hukum sebagai landasan Koperasi antara lain Undang-undang Nomor: 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia agar praktik operasional manajemen dan 
prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, serta diperlukan 
                                                          
26
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum …  hlm. 271. 
27
Idris, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm. 261. 
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juga Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menghindari praktik maysir, gharar, 
riba pada transaksi dan produk usaha yang dihasilkan Koperasi Syariah di 
Indonesia. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dari pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan 
penelitian ini dengan penelitian-peneltian sebelumnya. Tujuan kajian pustaka ini 
tidak lain adalah agar fokus penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian 
sebelumnya, melainkan melihat sisi lain dari penelitian ini dan untuk 
mendapatkan data yang valid, serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi, dan 
repitasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian. Beberapa karya tulis 
yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 
sebagai berikut:  
Didin Hafidhuddin dan Hendri tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. 
Buku ini penulis menguraikan sejarah manajemen sejak zaman Nabi Adam hingga 
Rasulullah saw. Selanjutnya ia menguraikan bisnis yang dijalankan dengan dasar 
syariat, termasuk didalamnya bagaimana seharusnya sikap para personal dalam 
sebuah organisasi atau perusahaan, sikap menghadapi globalisasi, serta 
manajemen konflik untuk win-win solution, baik yang terjadi antara seorang 
pemimpin dan bawahannya maupun antara bawahan dan bawahan.
28
    
Abdul Bashith. Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi 
Pengembangan Koperasi di Indonesia. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip yang 
                                                          
28
Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2003), hlm. 1. 
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harus ada dalam sebuah koperasi yang sehat dan strategi yang ditempuh sebuah 
koperasi dalam mengembangkan eksistensinya di Indonesia. 
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. KOPERASI: Teori dan Praktik. Buku ini 
menjelaskan teori koperasi ataupun konsep dasar yang dikandung koperasi itu 
sendiri, kemudian dilanjutkan perannya sebagai badan usaha, cara membagi sisa 
hasil usaha (SHU), dan posisinya dalam berbagai struktur pasar. Dalam buku ini 
disajikan berbagai kasus yang nyata dijumpai dilapangan, yang solusinya 
dibutuhkan pemikiran yang kreatif.       
Skripsi dari Bryzan Pratama Raka Juang dengan judul penelitian, “Strategi 
Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Untuk Pembiayaan Pertanian 
Hortikultura (Studi Kasus Kabupaten Semarang)”, Universitas Diponegoro, 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2016.  Dalam penelitian ini membahas analisis 
pembentukan koperasi pertanian syariah di Kabupaten Semarang dengan 
menggunakan metode Analytical Network Process (ANP).  Analisis pembentukan 
koperasi pertanian syariah meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia, 
sosialisasi dan regulasi. 
Skripsi dari Ahmad Saebani, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam 
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat” (Studi pada KSP Kopdit Sae 
Karanggintung, Sumbang, Banyumas). IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, 2016.  Dalam penelitian ini membahas: 1. Upaya yang dilakukan 
KSP KOPDIT SAE dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud 
pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan, pelatihan 
kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas pinjaman, dan melakukan 
16 
 
 
 
pendampingan usaha. 2. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota secara 
garis besar sudah cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 88% 
sudah dapat memenuhi indikator-indikator kesejahteraan. Secara umum mereka 
dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha yang mereka jalankan. 3. 
Keberadaan KSP KOPDIT SAE di Desa Karanggintung sangat berperan dalam 
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan produktivitas 
pinjaman modal usaha. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, 
maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. 
Skripsi dari Elly Dzuhri Wardani “Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” studi di BMT Ya Ummi 
Fatimah Cabang Karaban. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, 2015. Dalam penelitian ini membahas peran pemberdayaan ekonomi 
yang digunakan adalah melalui akses fasilitas modal, simpanan, pendampingan 
mekanisme pembiayaan dan charity. meningkatkan perekonomian anggota dan 
masyarakat melalui pinjaman sehingga dipergunakan nasabah untuk 
menghasilkan lapangan kerja baru karena adanya pendampingan dari pihak BMT, 
meskipun begitu sebagai keuangan syariah BMT Ya Ummi Fatimah memiliki 
kekurangan yaitu belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai keislaman pada 
sistem pembiayaan dengan bukti besarnya margin yang ditetapkan sehingga dapat 
dikatakan sama seperti bunga pada bank-bank konvensional. 
Fokus penelitian ini yakni Praktik waralaba 212 Mart yang dikelola 
Komunitas Koperasi Syariah 212 diwilayah Surakarta, apakah telah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan  Fatwa DSN-MUI 
17 
 
 
 
Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Serta Peraturan Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Oleh Koperasi  
Dari beberapa buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan diatas, jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti, namun berbagai tulisan tersebut memiliki ciri khas dan fokus 
masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam skripsi ini, peneliti 
secara signifikan lebih memfokuskan pada “Praktik Waralaba 212 Mart 
Menurut Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Dan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi di 
omunitas Koperasi Syariah 212 di Surakarta)” 
 
G. Metode Penelitian 
Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah:
29
  
1. Jenis Penelitian 
Agar penyususnan skripsi ini berhasil dengan baik maka diperlukan metode 
penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk memperoleh data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researce), yaitu 
suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan 
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IAIN Surakarta, Buku Panduan Seminar Proposal Penulisan dan Ujian Skrpsi, 
(Surakarta: IAIN Surakarta Fakultas Syariah, 2018). 
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pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, lalu di 
deskriptifkan dalam bentuk laporan penelitian.  
2. Sumber Data 
a. Data Primer (diambil dari lapangan) meliputi: 
1) Tempat, situasi dan aktivitas dimana responden tinggal. 
2) Informasi yang diambil dari masyarakat melalui interview/wawancara, 
kuisioner dan observasi. Adapun informan terdiri dari: 
a) Pengelola    : 1 orang 
b) Pengurus    : 1 orang 
c) Anggota    : 5 orang 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tidak resmi,buku-buku 
yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 
laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
30
 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Merupakan bagian penting dalam memperoleh data yang diperlukan, 
dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan 
tanya jawab dengan pihak yang dilakukan dengan yang diwawancarai oleh 
dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. 
b. Observasi  
                                                          
30
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106. 
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Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan yang melibatkan diri dalam 
kehidupan sosial komunitas yang diteliti. Penelitian yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja melalui pengamatan, penataan gejala yang diamati. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa 
Koperasi Syariah, buku, jurnal, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan 
sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
31
 
4.  Metode Analisis Data 
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 
tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah 
untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab 
persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.  
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu 
proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada peraturan operasional 
manajemen Koperasi Syariah 212. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, 
setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan 
dibuang, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah 
data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi 
yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat 
dilakukan berdasarkan data tersebut. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka 
dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian 
sebagai berikut: 
Bab pertama, Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, Landasan teori umum variabel penelitian seperti tinjauan umum 
Koperasi Syariah, tinjauan umum Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 
Standar Operasional Manajemen (SOM), tinjauan umum tentang akad Waralaba 
(franchise). 
Bab ketiga, Gambaran umum mengenai Koperasi Syariah 212, Deskripsi 
212 Mart, Komunitas Koperasi Syariah 212, serta Standar Operasional Prosedur 
dan Standar Operasional Manajemen. 
Bab keempat, analisis data yang meliputi analisis praktik Koperasi Syariah 
212, dan analisis mengenai hubungan hukum Koperasi Syariah 212  dengan 212 
Mart, serta pandangan fatwa Dewan Syariah Nasional dan perundang-undangan 
terhadap praktik 212 mart yang berada di Surakarta.  
Bab kelima, kesimpulan sebagai jawaban pokok masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan beberapa saran yang berkaitan 
dengan masalah dalam penelitian ini.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
B. Konsep Umum Tentang Koperasi dan Koperasi Syariah 
1. Pengertian  
a) Koperasi 
Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation 
(co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerjasama. Sedangkan 
secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang 
beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan 
penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar 
sukarela secara kekeluargaan.
32
 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang 
pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi 
rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi 
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan 
asas kekeluargaan.
33
 Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 79 tahun 1958, 
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 
badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal.
34
 Dalam 
undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
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M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161.   
33
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2832). 
34
Akhmad Ikhsan, Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 215. 
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kekeluargaan” dimana diletakkan dasar demokrasi ekonominya  yang 
menyatakan, bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah 
pimpinan atau pemilkan anggota-anggota masyarakat serta dimana 
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang 
seorang (pasal 2 dan penjelasannya).
35
 Sedangkan Koperasi Indonesia menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan 
bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan.
36
 Berdasarkan bahasan koperasi ini, Koperasi Indonesia 
mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut: 
1) Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)  
Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba yang 
merupakan elemen kunci dalam sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan 
gagal bekerja tanpa memperoleh laba. 
2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau Badan Hukum Koperasi. 
Ini menandakan bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal 
melainkan kumpulan orang-orang (anggota) minimal 20 orang untuk 
koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder, 
syarat lainnya mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 116) 
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3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang berlandaskan “prinsip-prinsip 
koperasi.” Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati 
diri koperasi. 
4) Koperasi indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat” 
Hal ini menyatakan bahwa Koperasi Indonesia bagian dari sistem ekonomi 
perekonomian nasional. Sehingga kegiatannya tidak semata-mata hanya 
ditunjukkan kepada anggota, tetapi juga masyarakat umum. 
5) Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan” 
Dengan azas ini keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat 
sehingga adanya rasa keadilan dalam segala aktivitas berkoperasi.
37
 
b) Koperasi Syariah 
Koperasi dalam fiqh Islam dikenal dengan Syirkah atau semakna dengan 
Al-Syirkah atau semakna dengan “al-Ikhtilat” yaitu suatu perserikatan atau 
perkongsian.
38
 Menurut Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1 
menyebutkan arti Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak 
dibidang pembiayaan, simpanan  sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan 
investasi.
39
 Dalam perkemmbangannya, koperasi menjalankan prinsipnya yaitu 
a) pendidikan perkoperasian; b) kerja sama antar koperasi.
40
 Hal ini sejalan 
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Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 
2001), hlm. 18. 
38
Najibul Millah, Skripsi, Strategi Koperasi Syariah dalam Upaya Pengembangan Koperasi 
Primer Syariah. UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Syariah dan Hukum. 2008.  
39
4 Pengertian Koperasi Syariah Lengkap, http://www.indonesiastudents.com/pengertian-
koperasi-syariah/, diakses pada Selasa 1 Mei 2018 pukul 20.48 WIB. 
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116). 
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dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan 
bahwa praktik koperasi berdasarkan prinsip: 
1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;  
2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;  
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  
5) Kemandirian.41 
2. Sejarah Koperasi 
Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”, 
badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di 
Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada hari itu, raden 
Ngabei Ariawiriaatmadja, patih Purwokerto, bersama kawan-kawan, telah 
mendirikan Bank Simpan-Pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai 
negeri pribumi untuk melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang, yang dikala 
itu merajalela. Bank simpan-pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika 
dipakai istilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 
Hoofden”. Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih sama dengan Bank 
Simpan Pinjam para “priyayi” Purwokerto. 42 
Dalam bahasa Inggris (bagi generasi pasca bahasa Belanda) sama dengan 
“The Purwokerto Mutual Loan and Savings Bank for Native Civil Servants”. Para 
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 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 … 
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 Arifin Sitio, Koperasi: Teori dan Praktik … hlm. 9. 
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pegawai (punggawa atau ambtenaar) pemerintah kolonial Belanda biasa disebut 
priyayi, sehingga banknya disebut sebagai “bank priyayi”. “Gebrakan” Patih 
Wiriatmadja ini mendapat dukungan penuh Asisten Residen Purwokerto E. 
Sieburg, atasan sang Patih. (Sumber: Penjelasan dari Ir. Hadianto Martosubroto, 
M.Sc., Ketua Perkumpulan „trah‟ Raden Ariawiriaatmadja, Jakarta, 1995).43 
Tidak lama kemudian, E. Sieburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode 
yang baru datang dari negeri Belanda, dan ingin mewujudkan cita-citanya 
menyediakan kredit bagi petani melalui konsep Koperasi Raiffeisen. Koperasi 
tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetuskan Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, Jerman, dan dipelajari de Wolf van Westerrode selama ia cuti di negeri 
itu. De Wolf van Westerrode memperluas lingkup dan jangkauan “De 
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofeden” sampai ke desa-
desa dan mencangkup pola kredit pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah 
“De Poerwokertosche Hulp, Spaar en  Lanbouw Creditbank” atau Bank Simpan 
Pinjam dan Kredit Pertanian Purwokerto. Dalam rangka pelaksanaan Bank 
Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan 
gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah Lumbung-lumbung Desa di 
pedesaan Purwokerto. Lumbung Desa adalah lembaga simpan-pinjam para petani 
dalam bentuk bukan uang, namun in-natura (simpan padi, pinjam uang). Maklum, 
satu abad yang silam uang (tunai) teramat langka di pedesaan.
44
 
Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pengaturan koperasi tidak banyak 
berubah. Jepang tidak membuat aturan baru dalam Koperasi. Jepang hanya 
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menetakan bahwa semua Badan-badan Pmerintahan dan kekuasaan hukum serta 
Undang-undang dari pemerintah yang terdahulu tetap diakui sementara waktu, 
asal saja tidak bertentangan dengan Pertuaran Pemerintah Militer.
45
 
Sejarah koperasi mengalami dinamika yang mengakibatkan koperasi maju 
disuatu waktu dan mundur diwaktu yang lainnya yang terjadi secara fluktuatif. 
Misalnya pada tahun 1959 adalah 16.000 unit maka pada tahun 1965 
membangkak menjadi 70.000 unit. Peningkatan ini diindikasikan karena adanya 
perubahan arah politik hukum yang lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia 
(PKI) yang memiliki kecenderungan untukmengerahkan masa yang besar. Secara 
legal hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1965 tentang perkoperasian yang didominasi oleh PKI. Titik balik dari 
perkembangan tersebut adalah pasca pembubaran PKI dan lahirnya orde baru. 
Pada tahun 166 jumlah koperasi adalah 73.400 unit dengan anggota 11,7 juta 
orang, saat pembubaran PKI jumlahnya merosot menjadi 14.700 unit dengan 
jumlah anggota hanya 3,5 juta. Dinamika perkembangan operasi selain 
dipengaruhi oleh politik juga dipengaruhi oleh undang-undang perkoperasian. 
Melalui undang-undang koperasi ditentukan hidupnya. Undang-undang 
perkoperasian yang dibentuk juga terikat dan terpengaruh oleh kondisi ideologi 
politik dan ekonomi pada zamannya.
46
 
Koperasi semakin berkembang bersamaan dengan zaman pergerakan 
nasional. Budi utomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan pendirian 
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koperasi yang bergerak dibidang keperluan rumah tangga sedangkan Sarekat 
Isalm mengembangkan koperasi yang bergerak dibidang keperluan sehari-hari. 
Sebelum lahirnya Budi Utomo, belum ada cita-cita untuk mendirikan koperasi 
oleh rakyat. Koperasi yang ada didirikan oleh pegawai-pegawai Belanda dan 
keberadaannya tergantung kepada pemerintahan hindia Belanda. Secara historis 
model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh 
paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji 
Samanhudi di Solo, Jawa Tengah yang menghimpun anggotanya dari pedagang 
batik yang beragama Islam. Pada perkembangan selanjutnya perkembangan SDI 
ini menjadi alat politik dan mengonsentrasikan organisasinya pada bidang politik. 
Setelah itu koperasi bersendikan Islam tidak terdengar lagi. Tahun 1990 barulah 
terdengar kembali gaung dari koperasi berbasis syariah. Bangunan ekonomi islami 
didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan),„Adl (keadilan), 
nubuw>ah (kenabian), khilafah (pemerintahan), ma‟ad (hasil).47 
3. Landasan Koperasi 
Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, 
dimana dijelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru 
perekonomian nasional. Selain itu, tujuan koperasi telah diatur dalam Undang-
undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3 serta fungsi koperasi yang tertuang dalam UU 
No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
48
 Dilihat dari segi falsafah atau etik 
yang mendasari gagasan pada koperasi, terdapat banyak segi ajaran Islam. 
Persamaan falsafah atau etik itu ditemukan dalam penekanan pentingnya 
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Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami: Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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kerjasama dan tolong-menolong (ta‟awun), persaudaraan (ukhuwah), dan 
pandangan hidup demokrasi (musyawarah) seperti Al-Quran menuruh manusia 
agar bekerjasama dan tolong-menolong hanya dalam kebaikan dan mecerminkan 
ketaqwaan kepada Tuhan.
49
 Hal ini seperti dikatakan dalam al-Quran surat Al-
Maidah ayat 2 yaitu: 
…يٱ ٍََٝع ْاُٛٔ َٚ َاَعذ َٚ  ۡكَّرٌٱ َٚ  ِّشِت  ۡ َٰٜ َٚ  ۡ يٱ ٍََٝع ْاُٛٔ َٚ َاَعذ َلَ َٚ  ِۡزإ  ۡ َِ
يٱ َٚ  ۡذُع  ۡ ِْ ََٰٚ  ۡ  َ َّللّٱ ْاُٛمَّذٱ َٚ  ۡ يٱ ُذ٠ِذَش َ َّللّٱ َّْ ِإ  ۡ ِباَمِع٢  
 Artinya: 
“… .Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”50 
 
Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi: 
… ُُٙ َف َهٌِ
ََٰر ٓ ِ  ۡ اَوَشُش  ۡ ُِس ٍُّصٌٱ ِٟف ُء  ۡ…  
Artinya 
“ …maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga…” 51 
 
Ayat ini menekankan pada syirkah jabariy>ah yaitu perkongsian beberapa orang 
yang terjadi diluar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta 
pusaka.   
Landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan Koperasi Syariah adalah:  
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
b. Koperasi Syariah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 
d. Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. 
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Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir jiid 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 
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e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 
Indonesia Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Repulik Indonesia. 
f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia 
tahun 2007 tentang Standar Operating Procedure KJKS UJKS Koperasi 
g. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar 
Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa 
Keuangan Syariah Koperasi. 
h. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 
i. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 
4. Bentuk-Bentuk Koperasi  
 Berdasarkan bentuknya koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi primer 
dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan 
orang-perorang sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi 
yang didirikan dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi, dibentuk 
sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi. Jumlah kepemilikan anggota pada 
koperasi baik primer maupun sekunder adalah sama, sehingga tidak terdapat 
30 
 
 
 
kepemilikan mayoritas ataupun minoritas serta Laporan Keuangan Koperasi 
Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasi.
52
  
 Bentuk dan Jenis Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
Pasal 15: “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.” 
Sedangkan Pasal 16: “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan 
kepentingan ekonomi anggotanya.”53 Berdasarkan kepentingan atau kebutuhan 
ekonomi anggota, jenis-jenis koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi Simpan 
Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa. Sedangkan 
berdasarkan menurut usaha yang ditekuninya koperasi dibedakan menjadi 2 (dua) 
yaitu Koperasi Tunggal Usaha dan Koperasi Serba Usaha. 
Koperasi menurut bidang usahanya dapat dikelompokkan menjadi empat, 
yaitu: 
a. Koperasi Produksi, terdiri dari para anggotanya dari produsen (penghasil) 
barang atau jasa. 
b Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan 
kebutuhan pokok bagi para anggotanya para konsumen. 
c Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang menghimpun dana dari 
anggotanya dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkan.  
d Koperasi Serba Usaha, adalah koperasi yang mempunyai bidang usaha 
rangkap/beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan para anggota.
54
 
5. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah 
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Pendirian koperasi syariah bertujuan untuk menggerakan ekonomi rakyat 
yang bermayoritas umat Islam dengan menegakkan prinsip syariah dalam 
kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyimpanan dan/atau kegiatan 
pembiayaan kegiatan usaha, maupun kegiatan lainnya berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat lain yang diperoleh dalam adanya koperasi 
adalah: Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemakmuran masyarakat, bukan 
mengejar keuntungan pribadi; Menyediakan kebutuhan para anggota; 
Mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha; Koperasi 
merupakan dasar untuk memperkokoh perekonomian rakyat.
55
 
Karakteristik usaha koperasi syariah adalah sebagai berikut:  
a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan 
bermanfaat (Thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa 
riba, judi ataupun ketidakjelasan (gharar).  
b. Untuk menjelaskan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha 
sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.  
c. Usaha-usaha yang diselenggarakan harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56
 
Berdasarkan Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan ICA Identity 
Cooperative Statements (IICIS) prinsip utama Koperasi Syariah adalah: 
a. Prinsip ke-1 Voluntary and Open Membership (Sukarela dan Terbuka) 
b. Prinsip ke-2 Democratic Member Control (Kontrol Anggota Demokratis) 
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c. Prinsip ke-3 Member Economic Participation (Partisipasi Ekonomi Anggota) 
d. Prinsip ke-4 Autonomy andIndepenence (Otonoi dan Independen) 
e. Prinsip ke-5 Education, Information, and Training (Pendidikan, Informasi dan 
Pelatihan) 
f. Prinsip ke-6 Cooperation among Cooperatives (Kerjasama Antar Koperasi) 
g. Prinsip ke-7 Concern for Community (Perhatian terhadap komunitas)
 57
 
6. Permodalan Koperasi 
Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Permodalan koperasi 
terdiri dari:  
a. Modal sendiri dan modal pinjaman.  
b. Modal sendiri dapat berasal dari:  
1). Simpanan Pokok; 2). Simpanan Wajib; 3). Dana Cadangan; 4). Hibah.  
c. Modal Pinjaman dapat berasal dari : 
1). Anggota; 2). Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 3). Bank dan lembaga 
keuangan lainnya ; 4). Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; 5). Sumber 
lain yang sah.  
Sedangkan menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, 
permodalan koperasi yaitu: 
a. Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan 
pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan.  
b. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
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c. Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder 
dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat 
ditambah dengan hibah.  
7. Prosedur Pendirian Koperasi 
a. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang 
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 
b. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului penyuluhan tentang 
perkoperasian agar kelompok masyarakat memahami mengenai perkoperasian, 
sehingga anggota koperasi tersebut memahami nilai dan prinsip koperasi dan 
paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. (Pasal 3 dan 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) 
c. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan 
Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 
orang anggota pendiri, sedangkan Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya 
dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992). 
d. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat Dinas/Instansi/ 
Badan yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 
ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk: 
memberi arahan berkenaan dangan pembentukan koperasi, melihat proses rapat 
pembentukan, sebagai narasumber apabila ada berkaitan dengan perkoperasian 
dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri 
sebelum diaktakan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. 
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e. Memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris 
Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan 
Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta 
pendirian, perubahan anggaran dasar (AD) dan pembubaran koperasi. 
f. Dalam rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi 
(Pasal 5 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). 
g. Pembubaran atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat 
oleh para pendiri (dalam hal diwilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau 
dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992)
 58
 
h. Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan 
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992): 
1) 2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermaterai cukup 
2) Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris. 
3) Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya 
sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para 
pendiri. 
4) Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan RAPB. 
5) Dokumen lain yang diperukan sesuai peraturan perundang-undangan. 
i. Pejabat yang berwenang akan melakukan: 
1) Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 ayat 2), 
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2) Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 ayat 2) 
j. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selmbat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sejak berkas diterima lengkap (Pasal 9 ayat 2). 
k. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya 
disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
permohonan diajukan (Pasal 12 ayat 1).
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8. Perangkat dan Struktur Organisasi Koperasi 
Tabel 1. Struktur Organisasi Koperasi 
 
Sumber. Struktur organisasi koperasi.
60
 
Perangkat organisasi koperasi sesuai Undang-undang No.25 Tahun 1992 
pada hakikatnya ada tiga, yaitu “rapat anggota, pengurus dan pengawas”. “Rapat 
anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi” (pasal 22). Sehingga ia 
berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. 
Pengurus yang diangkat oleh rapat anggota berkewajiban untuk memberikan 
layanan yang sebaik-baiknya kepada anggota.
61
 Rapat anggota menetapkan: 
a. Anggaran Dasar ; 
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b. Kebijakan umum dibidang organisasi,manajemen,dan usaha Koperasi; 
c. Pemilihan,pengangkatan,pemberhentian pengurus dan pengawas ; 
d.Rencana kerja,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi,serta 
pengesahan laporankeuangan; 
e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; 
f. pembagian sisa hasil usaha; 
g. penggabungan, peleburan,pembagian,dan pembubaran Koperasi.
62
 
Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pengawas dipilih 
oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab 
kepada Rapat Anggota. Pengawas memiliki tugas untuk: (1) melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; (2) 
membuat laporan tertulis tentang hasil-hasil pengawasannya itu. Untuk 
melakukan pengawasan ini maka ia berwenang untuk: (1) meneiti catatan yang 
ada pada koperasi; (2) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; (3) Hasil 
pengawasan ini harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga.
63
 
Menurut Anthony dan Govindarajan, sebagaimana dikutip oleh Agus Arwani, 
bahwa proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: 
a. menyelaraskan dengan rencana strategi; b. untuk mengkoordinasikan kegiatan 
dari beberapa bagian dalam organisasi; c. untuk memberikan tanggungjawab 
kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat  
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digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta d. untuk 
mencapai kerjasama.
64
 
Sebagai kesimpulan, bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART) berlaku sebagai dokumen persetujuan/kontrak/perjanjian antar para 
pendiri, sehingga harus ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang dapat 
mengikat para pembuatnya. Didalamnya berisi aturan-aturan main berkoperasi 
dicantumkan secara jelas mengenai pengawasan dan sanksi-sanksi terhadap 
pelanggaran yang terjadi, baik terhadap akibat dari pelanggaran yang dilakukan 
oleh para anggota maupun para pengurus. Sanksi-sanksi tersebut mulai dari sanksi 
yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan bentuk 
kesalahan yang dilakukan. Demikianlah kekuatan mengikat dari Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang dibuat oleh para anggota 
pendiri koperasi yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai derivatif dari 
hukum perikatan.
65
 Dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota 
pendiri koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu 
koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-
sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.
66
 
9.  Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Syirkah 
Dewan Syariah Nasional dibentuk pada Tahun 1997 dan merupakan hasil 
rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997.  Lembaga 
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ini merupakan lembaga otonom di bawah majelis Ulama Indonesia yang dipimpin 
oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekertaris (ex-officio).
67
 Fatwa 
yang dihasilkan adalah jawaban atas problem yang secara aktual terjadi ditengah-
tengah masyarakat.
68
 Keberadaan Dewan Syariah Nasionalis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-
Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 
tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan 
(JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para 
anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya 
perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.
69
 
Oleh karena itu, fatwa tidak boleh dirumuskan tanpa memperhatikan 
konteks sosialnya serta tidak dirumuskan untuk kepentingan fatwa itu sendiri. 
Sejauh ini fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI dalam memberikan aturan 
dan pegangan bagi praktisi pada industri keuangan dan perbankan syariah di 
Indonesia serta berperan dan berpacu dalam pemahaman masyarakat tentang 
prinsip-prinsip dan aturan keuangan dan perbankan syariah.
70
 Dewan Syariah 
Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah (LKS) jika 
lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah 
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ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima 
laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan 
mengenai hal tersebut.
71
 
Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Syirkah 
Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah adalah 
menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan tentang 
Syirkah adalah sebagai berikut: 
Pertama: Ketentuan Umum Syirkah 
1) Akad Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha 
(ra's al-ma>l) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang 
disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para 
pihak secara proporsional. Syirkah, ini merupakan salah satu bentuk Syirkah, 
amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan. 
2) Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad Syirkah, baik berupa 
orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang 
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum (syakhsh{iyah i'tibariah/ syakhsh{iyah hukmiyah rechtsperson). 
3) Ra's al-ma>l (ياٌّا طاس) adalah modal usaha berupa harta kekayaan ( ياِ-
ياِٛأ) yang disatukan yang berasal dari syarik. 
4) Syirkah al-„amwa>l (ياِٛلأاحوشش) adalah Syirkah yang ra's al-ma>l-nya 
berupa harta kekayaan ( ياِ- ياِٛأ  ) dalam bentuk uang atau barang. 
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5) Syirkah al-'abda>n/syirkah a'ma>l ( ْاذتلأا حوشش-ياّعلأا حوشش ) adalah 
Syirkah, yang ra's al-mal-nya bukan berupa harta kekayaan ( ياِ-ياِٛأ ) 
namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk 
komitmen untuk menunaikan kewajiban Syirkah kepada pihak lain berdasarkan 
kesepakatan atau proporsional. 
6) Syirkah al-wujuh (ٖٛجٌٛا حوشش) adalah Syirkah, yang ra's al-mal-nya bukan 
berupa harta kekayaan ( ياِ-ياِٛأ ) namun dalam bentuk reputasi atau nama 
baik salah satu atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan 
kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau 
proporsional. 
7) Taqwi>m al-'urudh (عٚشعٌا ُ٠ٛمذ) adalah penaksiran batang untuk 
diketahui nilai atau harganya. 
8) Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah adalah perbandingan yang 
dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik 
nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan. 
9) Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi ra's al-ma>l para pihak 
(syarik) dalam Syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan 
kerugian. 
10) Nisbah -kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar 
porsi ra's al-mal) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan. 
11) Syirkah al-da'imah ( ُئاذٌاحوششٌاة ) atau syirkah ats-ts||a>bitah 
(حرتاصٌاحوششٌا) adalah syirkah kepemilikan porsi ra's al-mal setiap syarik 
tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan 
berakhirnya akad baik jangka waktunya dibatasi(syirkah al-mu'aqqatah حوششٌا
حرلؤٌّا  maupun tidak dibatasi. 
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12) Musya>rakah al-mutana>qis}hah ( ضلإرٌّا حوساشٌّاة ) adalah Syirkah 
yang kepemilikan porsi ra's al-ma>l salah satu syarik berkurang disebabkan 
pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya. 
13) Kerugian usaha (al-khasa>rath -جساغخٌا) musyarakah adalah hasil usaha, 
yang jumlah modal usaha (ra's al-mal) yang diinvestasikan mengalami 
penurunan atau jumlah modal dan biayanya melebihi jumlah pendapatan. 
14) At-ta‟addi> (ٞذعرٌا) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya 
tidak dilakukan. 
15)  At-taqs|h{i>r (ش١ظمرٌا) adalah tidak melaku,mkan suatu perbuatan yang 
seharusnya diiakukan. 
16) Mukha>lafah asy-syuru>t{ (ؽٚششٌا حفٌاخِ) adalah menyalahi isi dan/atau 
substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
72
 
Kedua: Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah 
Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini. 
1) Syirkah mu'aq>atah. 
2) Syirkah da'imah. 
3) Musyarakah mutanaqish}ah. 
4) Syirkah amwal. 
5) Syirkah 'abdan/syirkah a'ma>l. 
6) Syirkah wujuh.
73
 
Ketiga Ketentuan Sh{i>ghah Akad 
1) Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan 
dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik). 
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2) Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 
perbuatan/tindakan, serta dapat diiakukan secara elektronik sesuai syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
74
 
Keempat: Ketentuan Para Pihak 
1) Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) 
atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukrniyah/ rechtsperson), 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
2) Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3) Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (ra's 
al-ma>f) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.
75
 
Kelima: Ketentuan Ru's Al-Ma>l 
1) Modal usaha syirkah wajib diserah terimakan, baik secara tunai maupun 
bertahap, sesuai kesepakatan. 
2) Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah amwal), 
keahlian/keterampilan (syirkah 'abdan), dan reputasi usaha/nama baik (syirkah 
wujuh). 
3) Modal usaha syirkah amwa>l pada dasamya wajib berupa uang, namun boleh 
juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. 
4) Modal usaha berbentuk barang, harus dilakukan taqwim al-'urudh saat akad. 
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5) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai 
nominalnya. 
6) Jenis mata uang yang digunakan ra's al-ma>l wajib disepakati oleh para 
syarik. 
7) Jika para syarik menyertakan ra's al-ma>l berupa mata uang yang berbeda, 
wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-ma>l 
pada saat akad. 
8) Ra's al-ma>l tidak boleh dalam bentuk piutang.76 
Keenam: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil 
1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara 
jelas dalam akad. 
2) Nisbah  boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk 
nisbah -kesepakatan. 
3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase 
terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka 
persentase dari modal usaha. 
4) Nisbah -kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka 
persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah 
satu mitra atau mitra tertentu. 
5) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah 
(berjenjang/tiering). 
6) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.77 
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Ketujuh: Ketentuan Kegiatan Usaha 
1) Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha Syirkah harus atas nama entitas syirkah, 
tidak boleh atas nama diri sendiri. 
3) Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, 
atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas 
dasar kesepakatan mitra-mitra. 
4) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha Syirkah, tidak boleh melakukan 
perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqs|hir, dan/atau mukhalafat asy-
syuruth.
78
 
Kedelapan: Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan 
Pembagiannya 
1) Keuntungan usaha Syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan 
perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
musyarakah. 
2) Seluruh keuntungan usaha Syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-
proporsional atau nisbah-kesepakatan, tidak boleh ada sejumlah tertentu dari 
keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.  
3) Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 
tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 
                                                                                                                                                               
77
 Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah 
78
 Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. 
45 
 
 
 
4) Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya 
akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. 
5) Kerugian usaha Syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara 
proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. 
6) Dalam syirkah 'abdan dan syirkah wuiuh wajib dicantumkan komitmen para 
syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi 
yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.
79
 
 
 
Kesembilan: Ketentuan Aktivitas dan Produk 
1) Jika akad Syirkah, direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku 
dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 
2) Jika akad Syirkah, direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran 
syariah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa 
DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Rekening 
Koran Syariah Musyarakah. 
3) Jika akad Syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakah mutanaqish{ah 
maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana tedapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqis}hah. 
4) Jika akad Syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka 
berlaku dhuwabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI 
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Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-
Mashrifi Al-Muj amma' ).
80
 
Kesepuluh: Ketentuan Penutup 
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu 
mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. 
3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempumakan sebagaimana 
mestinya.
81
 
 
B. Tinjauan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah petunjuk buku yang 
sifatnya tertulis. Menurut pandangan Tambunan, sebagaimana dikutip oleh 
Alfiano mengatakan bahwa,  
“Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur 
operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk 
memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-
fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi berjalan 
secara efektif, konsisten, standar dan sistematis.”82  
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Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk 
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan 
berdasaran indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan 
tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja bersangkutan.
83
  
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi 
tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan 
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan 
pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola 
Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan.
84
 
2. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit 
kerja perusahaan untuk mewujudkan good governance. Selain itu digunakan untuk 
mengukur kinerja organisasi yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, 
menilai kinerja organisasai dimata masyarakat berupa responsivitas, dan 
akuntabilitas kinerja perusahaan. Semua pengurus maupun pengelola koperasi 
harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), jika prosedur kerja tidak 
dilakukan seperti yang diatur, baik yang tertulis maupun lisan, maka 
dimungkinkan akan terjadi tumpang tindih penanganan aktivitas atau terdapat 
aktivitas yang tidak tersentuh oleh bagian organisasi atau terjadi penyimpangan 
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prosedur penanganan aktivitas pada organisasi yang dapat merugikan perusahaan 
berkaitan dengan biaya, penghasilan maupun peluang.
85
 
3. Sasaran pedoman Standar Operasional Prosedur  
a. Terwujudnya pengelolaan Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jati 
diri koperasi dan prinsip syariah. 
b. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang efektif dan efisien. 
c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan 
atau anggotanya.
86
 
C. Tinjauan Standar Operasional Manajemen (SOM) 
1. Pengertian 
Manajemen Koperasi Syariah termasuk bagian dari syariat Islam. Hal 
demikian karena Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa bekerja dengan 
teratur dan Allah swt sangat mencintai hambaNya yang bekerja secara teratur dan 
terencana sebagaimana diilustrasikan dalam Al-Quran As-Shaff ayat 4:  
 ِٗ ٍِ ١ِثَع ِٟف َْ ٍُِٛر ََُٰم٠ َٓ ٠ِزٌَّٱ ُّةُِح٠ َ َّللّٱ َّْ ِإۦ  ّفَط  ُۡٓت ُُٙ ََّٔأَو ا  ۡٓ ََٰ٠  ۡ ش َِّ  ۡصُٛط  ۡ ٤  
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan 
yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
87
 
 
Manajemen merujuk pada orang yang berarti berkaitan dengan para 
pengelola yang ada dalam organisasi. Mengenai hal ini ada beberapa versi 
perangkat organisasi Koperasi diantaranya adalah Menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi yang termasuk Alat Perlengkapan 
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Organisasi Koperasi (APOK) adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan 
Pemeriksa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Koperasi, yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah Rapat Anggota, 
Pengurus, dan Pengawas.
 88
 
Dasar yang digunakan untuk membentuk kerangka manajemen adalah tidak 
adanya dualisme dalam pendelegasian tugas, sebab apabila dilanggar 
mengakibatkan muncunya perpecahan dikalangan karyawan atau pegawai akibat 
perbedaan pendapat sehingga haluan instruksi pun berbeda. Dalam Al Quran QS 
Az-Zumar: 29 dinyatakan:
89
 
ًَص َِ  ُ َّللّٱ َبَشَػ  ًُۡج َّس ا  ۡاَوَشُش ِٗ ١ِف ا  ًُۡجَس َٚ  َْ ُٛغِى َََٰشر ُِ  ُء  ٍََُۡع ا  ًَۡ٘  ًٍ ُجَشٌِّ ا  ۡ 
ظَ٠  ۡ  َلاص َِ  ِْ َا٠ ِٛ َذ  ۡ يٱ  َُۡح  ۡ ِ َِّللّ ُد  ۡ ًَت  ۡ َنأ  ُُۡ٘ َُشش  ۡ عَ٠ َلَ  ۡ َْ ٛ ُّ ٌَ٢٢  
Artinya:  
“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki 
oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak 
yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu 
sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui”90 
 
Dari ayat diatas menggambarkan bahwa dalam prinsip manajemen, Allah 
SWT memberikan perumpamaan yang sempurna. Seorang bawahan atau 
karyawan tidak akan mampu menerima instruksi dari pimpinan yang berbeda-
beda atau lebih dari satu.
91
 Beberapa hal yang penting dalam pengelolaan 
manajemen Koperasi yaitu: 
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a. Adanya perubahan nama pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dimana 
pada Undang-Undang lama (Undang-Undang No. 16 Tahun 1967) disebut Alat 
Pelengkapan Organisasi Koperasi (APOK) sedangkan  pada Undang-Undang 
baru (Undang-Undang No.25 Tahun 1992) namanya Perangkat Organisasi. 
b. Adanya pergantian fungsi Pengawasan pada Undang-Undang No.25 Tahun 
1992. Pada Undang-Undang lama, fungsi pengawasan diaksanakan oleh Badan 
Pemeriksa yang mempunyai kedudukan permanen, sedangkan pada Undang-
Undang baru kedudukanya digantikan oleh Pengawas yang kedudukannya bisa 
Ad-Hoc atau sementara dan tergantung kehendak dan pemberian tugas yang 
ditetapkan dalam rapat anggota. 
c. Ada perbedaan tugas pengawas antara Koperasi di Indonesia yang diserahkan 
kepada lembaga internal yang dibentuk sendiri. Sedangkan di Amerika Serikat 
fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga audit profesional diluar 
lembaga Koperasi. 
d. Perbedaan perangkat organisasi di Indonesia yang mana posisi manajer tidak 
termasuk dalam perangkat organisasi sedangkan di Amerika Serikat. Manajer 
termasuk dalam perangkat organisasi.
92
 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Standar 
Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan 
USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon 
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anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Ruang lingkup Standar Operasional 
Manajemen Koperasi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: 
a. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi;  
b. Standar Operasional Manajemen Usaha KSPPS/USPPS Koperasi;   
c. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSPPS/USPPS Koperasi;  
d. Pengamanan Aset dan Hutang.
93
 
2. Struktur Standar Operasional Manajemen (SOM) 
Tabel 2. SOM KSPPS/USPPS 
 
Sumber. SOM Manajemen KSPPS/USPPS Permenkop 
Standar Oprasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (SOM 
KSPPS/USPPS) mengatur sub unit Manajemen Kelembagaan, Manajemen Usaha, 
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dan Manajemen Keuangan. Tiap-tiap unit tersebut memiiki fungsi dan tanggung 
jawab masing-masing dalam mengelola sebuah koperasi.
94
 
3. Pembinaan Koperasi 
Pembinaan pada koperasi dilakukan oleh pihak manajemen secara umum 
maupun pada bagian tugas masing-masing. Pembinaan tersebut berkaitan dengan 
sosialisasi kebijakan baru atau mengingatkan kebijakan-kebijakan yang pernah 
dibuat dan harus dilakukan oleh karyawan. Berbagai kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh manajemen harus dievaluasi terus-menerus. Demikian pula 
dengan pelatihan serta pembinaan agar pelaksaaan suatu kebijakan tidak 
menyimpang dari yang seharusnya sehingga menyebabkan ketidakefisiensinan 
bahkan penyimpangan.
95
 
Sasaran pembinaan koperasi adalah organisasi ekonmi rakyat yang 
demokratis dalam arti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sendiri yang kuat dan 
sehat yang akhirnya dapat menolong dan mengurusi dirinya sendiri. Dalam 
hubungan ini maka pendidikan dan keterampilan menjadi sangat penting, 
disamping pentingnya arti organisasi dan manajemen yang kuat dan sehat serta 
usaha yang berkembang yang didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan serta 
organisasi dan manajemen yang memadai.
96
 
 
D. Konsep Umum Tentang Waralaba (Franchise) 
1. Pengertian Waralaba 
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Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang 
Waralaba dan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 
259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran           
Waralaba, pengertian waralaba (franchise) adalah: 
Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan 
atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri 
khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan 
persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan 
atau penjualan barang atau jasa. 
      
Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian waralaba adalah pemberian 
hak oleh franchisor (pemberi waralaba) kepada franchisee (penerima waralaba) 
untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang 
perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk 
identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana 
pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional, 
pakaian dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal 
bisnis dagang/jasa milik penerima waralaba sama dengan kekhasan usaha atau 
bisnis dagang/jasa milik dagang pemberi waralaba.
97
 
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007: 
“waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha 
terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang 
dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau 
digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Dengan demikian, 
waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan/atau 
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jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu, dan diberikan kepada pemberi 
waralaba dan penerima waralaba.
98
  
Pemberi waralaba (franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha 
yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba 
yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan penerima waralaba 
(franchisee) adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak 
oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba 
yang dimiliki pemberi waralaba.
99
 Penerima waralaba dapat dibedakan antara 
penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba 
utama membuat perjanjian Master Franchise dengan pemberi waralaba. Melalui 
suatu Master Franchise Agreement, pemberi waralaba memberikan wewenang 
kepada penerima waralaba utama untuk membuat perjanjian dengan penerima 
waralaba lanjutan.
100
 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
“Perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima 
waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain harus memiliki dan 
melaksanakan sendiri paling sedikit satu tempat usaha waralaba.”101 Kriteria 
tertentu yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 
adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba. Kriteria tersebut adalah: 
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a. Memiliki ciri khas usaha, yaitu usaha yang memiliki keunggulan atau 
perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, 
dan membuat kosumen selalu mencari ciri khas dimaksud. 
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 
Berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 
(lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-
masalah dalam perjalanan usahanya, terbukti masih bertahan dan berkembanya 
usaha tersebut dan menguntungkan. 
c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan 
yang dibuat secara tertulis. 
Maksudnya yaitu standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat 
melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama. 
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. Adanya dukungan yang 
berkesinambungan, yaitu dukungan dari pemberi waralaba dengan penerima 
waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan 
promosi. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
102
 
Pada dasarnya, waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode 
pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen.
103
 Hubungan hukum antara 
pemberi waralaba dan penerima waralaba ditandai ketidakseimbangan kekuatan 
tawar-menawar. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh 
pemberi waralaba. Pemberi waralaba menetapkan syarat-syarat dan standar yang 
harus diikuti oleh penerima waralaba yang memungkinkan pemberi waralaba 
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dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai penerima waralaba tidak dapat 
memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian dicantumkan kondisi-kondisi bagi 
pemutusan perjanjian seperti: kegagalan memenuhi jumlah penjualan, kegagalan 
memenuhi standar pengoperasian, dan sebagainya. Pemberi waralaba mempunyai 
discretionary power untuk menilai semua aspek usaha penerima waralaba, 
sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi penerima 
waralaba dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan pemberi 
waralaba untuk memperbarui perjanjian.
104
 
Pemberi waralaba dapat memanfaatkan kedudukan penerima waralaba 
untuk menguji pasar, setelah mengetahui kondisi pasar menguntungkan, maka 
memutuskan perjanjian dengan penerima waralaba, selanjutnya pemberi waralaba 
mengoperasikan tempat usaha diwilayah penerima waralaba. Hal ini yang 
menyebabkan rendahnya pertumbuhan waralaba lokal dengan waralaba asing 
yang beroperasi di Indonesia.
105
  
Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak 
cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah terdaftarkan dan mempunyai sertifikat atau 
sedang dalam proses pendaftaran diinstansi berwenang.
106
 Kekhasan pada 
perjanjian waralaba adalah objek transaksinya yaitu berupa Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) yang keberadaannya biasanya diwujudkan dalam bentuk 
merek dan produk dagang serta format bisnis.
107
  
2. Dasar Hukum Formal Waralaba 
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a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba (sebagai 
pengganti dari PP NO. 16 Tahun 1997 tentang waralaba). 
b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 
259/MPP/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara 
Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
 108
 
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/m-Dag/Per/3/2006 Tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. 
d. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-Dag/Per/10/2012 Tentang 
Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern. 
f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 60/M-Dag/Per/9/2013 Tentang 
Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba. 
g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/8/2012 
Tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 58/M-Dag/Per/9/2014 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 
Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa 
Makanan dan Minuman.
109
 
i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 
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j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia.110 
3. Kewajiban Para Pihak  
a. Franchisor (pemberi waralaba), yaitu pihak yang memiliki system atau cara-
cara tertentu dalam berbisnis. 
b. Franchisee (penerima waralaba), yaitu pihak yang menerima wraalaba atau 
system usaha dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis 
dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor. 
c. Franchise, yaitu system dan cara-cara bisnis itu sendiri, ini merupakan 
pengetahuan atau spesifikasi usaha dari pemberi waralaba yang dijual kepada 
penerima waralaba.
111
 
Antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2007 ditentukan kewajibannya sebagai berikut: 
a. Kewajiban pemberi waralaba 
1) Memberikan segala informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan 
intelektual yang diwaralabakan. Kewajiban ini didalam Pasal 7 Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2007 disebut kewajiban untuk memberikan 
prospektus kepada calon Penerima Waralaba. Prospektus harus diberikan 
atau dijelaskan pada saat penawaraan, paling sedikit mengenai: 
a) Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) pemilik usaha apabila perorangan, atau fotokopi Kartu 
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Tanda Penduduk (KTP) para pemegang saham, komisaris dan direksi 
apabila berupa badan usaha; 
b) Legalitias usaha Pemberi Waralaba, yang menyangkut Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dari Pemberi Waralaba yang bersangkutan; 
c) Sejarah kegiatan usahanya, yang menyangkut uraian tetang pendirian 
usaha, kegiatan usaha, dan pembangun usaha; 
d) Struktur organisasi Pemberi Waralaba; 
e) Laporan keuangan 2 (dua) tahum terakhir: 
f) Jumlah tempat usaha; 
g) Daftar Penerima Waralaba; 
h) Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.  
2) Memberikan bantuan pembinaan berkesinambungan kepada penerima 
waralaba yang berupa bimbingan, pelatihan guna menjalankan usaha yang 
diwaralabakan. 
3) Harus mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi 
dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang 
ditetapkan dalam perjanjian waralaba. 
4) Harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah didaerah 
setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa 
sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam 
perjanjian waralaba. 
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5) Pemberi waralaba berkewajiban untuk mendaftarkan prospektus yang dibuat 
tertulis. Kewajiban ini dapat dilakukan pihak lain dengan surat kuasa.
 112
 
b. Kewajiban penerima waralaba adalah: Melaksanakan seluruh intruksi pemberi 
waralaba; Melakukan pendaftaran perjanjian waralaba; Tidak melakukan 
kegiatan usaha yang bermaksud untuk menyaingi yang diwaralabakan; 
Memberikan royalti kepada Pemberi Waralaba. 
 
c. Kewajiban pemerintah 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba. 
Pembinaan tersebut antara lain berupa: 
1) Pendidikan dan pelatihan waralaba; 
2) Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran; 
3) Rekomendasi untuk mengikuti pameran waralaba baik di dalam negeri dan 
luar negeri; 
4) Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis; 
5) Penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik; dan atau 
6) Bantuan perkuatan permodalan.113 
Menteri bertanggung jawab dibidang perdagangan, gubernur dan 
bupati/walikota bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing 
dan dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Waralaba dan 
Penerima Waralaba, yang tidak melakukan kewajiban Pemberi Waralaba yang 
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berkenaan perihal pembinaan kepada Penerima Waralaba dan mendaftarkan 
propektus penawaran waralaba. Sedangkan Kewajiban penerima waralaba untuk 
mendaftarkan perjanjian waralaba. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:  
a. Peringatan tertulis, dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang 
waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal penerbitan surat peringatan 
sebelumnya; 
b. Denda paling banyak 100 juta rupiah, yang dapat dikenakan kepada pemberi 
dan penerima waralaba yang telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 
kali. 
c. Pencabutan surat tanda pendaftaran.114 
4. Pendaftaran Waralaba 
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 16 Tahun 1997 pasal 2 ayat 1, perjanjian waralaba disyaratkan 
agar dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk 
melindungi kedua belah pihak yang terlibat perjanjian waralaba. Perjanjian 
waralaba beserta keterangan tertulisnya didaftarkan di Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan oleh penerima waralaba paling lambat 30 hari terhitung sejak 
berlakunya perjanjian sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1997.
115
 
Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 5 No. 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba, perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit yaitu: a) Nama dan 
alamat para pihak; b) Jenis Hak Kekayaan Intelektual; c) Kegiatan usaha; d) Hak 
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dan kewajiban para pihak; e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan 
dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; f) 
Wilayah usaha; g) Jangka waktu perjanjian; h) Tata cara pembayaran imbalan; i) 
Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; j) Penyelesaian 
sengketa; dan k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan paemutusan 
perjanjian.
116
 
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Pemberi 
waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon 
penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Prospektus memuat: Data 
identitas pemberi waralaba, Legalitas usaha pemberi waralaba, Sejarah kegiatan 
usahanya, Struktur organisasi pemberi waralaba, Laporan keuangan 2 (dua) tahun 
terakhir, Jumlah tempat usaha, Daftar penerima waralaba, Hak dan kewajiban 
pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba wajib mendaftarkan 
prospektus penawaran waralaba sebelum memuat perjanjian waralaba. Sedangkan 
penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Pendaftaran per-
janjian waralaba dengan melampirkan dokumen: 
a. Fotokopi legalitas usaha; 
b. Fotokopi perizinan waralaba; 
c. Fotokopi prospektus penawaran waralaba; 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus perusahaan. 
Pasal 10-12 PP No 42 Tahun 2007, Permohonan pendaftaran diajukan 
kepada Menteri, dan kemudian Menteri akan menerbitkan Surat Tanda 
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Pendaftaran Waralaba apabila permohonn memenuhi persyaratan. Surat tersebut 
berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang jangka waktu lima 
tahun.
117
 
 
5. Waralaba Dalam Perspektif Islam Menurut Teori Akad 
Bila diperhatikan bentuk perjanjian waralaba (franchise), bahwa perjanjian 
itu sebenarnya merupakan pengembangan bentuk kerjasama (Syirkah). 
Disebabkan adanya perjanjian franchise yang termasuk perjanjian formal dibuat 
secara tertulis sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak, maka otomatis 
franchisor dengan franchisee terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu 
(sesuai dengan perjanjian). Waralaba diperlukan prinsip keterbukaan dan kehati-
hatian. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat akad hukum Islam yaitu adanya 
Subyek Perikatan (Al-„Aqidain), Objek Perikatan (Mahal>ul „Aqd), Tujuan 
Perikatan (Maudhu‟ul „Aqd), dan Ijab dan Kabul (Sighat al-„Aqd), serta larangan 
transaksi Gharar (ketidak-jelasan). sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282.
118
 
 ََٰٞ  ُٕۡٛ َِ اَء َٓ ٠ِزٌَّٱ ا َٙ ُّ٠َأ  َۡٞذِت ُُرَٕ٠اََذذ َارِإ ْا  ۡ َٰٝ ٌَِإ ٍْ  ۡ ًََجأ  ۡ  ُّ َغ ُِّ  ۡ ٜ
نَٱف  ۡ ُُُٖٛثذ  ۡ … 
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…119  
 
Waralaba (Franchise) melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau 
menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri 
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khas usaha. Waralaba (Franchise) diberikan dengan imbalan berdasarkan 
persyaratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Sehingga sistem ini tidak 
bertentangan dengan hukum Islam serta hukumnya adalah boleh (mubah) sesuai 
kaidah fiqh muamalah yaitu “selama tidak mengandung unsur keharaman, baik 
ditinjau dari segi zatnya maupun haram selain zatnya, serta selama tidak 
bertentangan dengan ketentuan akad-akad syariah itu sendiri.”120 
Manfaat keberadaan waralaba cukup berperan dalam pengembangan usaha 
dan tidak merugikan kepentingan dari pengusaha kecil maupun menengah (UKM) 
Sehingga dari segi kemaslahatan, waralaba bernilai positif yang dapat dibenarkan 
dalam hukum Islam. Untuk menciptakan bisnis waralaba yang Islami, perlu sistem 
syariah sebagai filter moral berbisnis yang bertujuan untuk menghindari 
penyimpangan dalam berbisnis. Filter tersebut dengan menjauhi MAGHRIB, 
yaitu: maysir, asusila, gharar, haram, riba, ihktikar, dan berbahaya.
121
 
Dalam perjanjian waralaba, hak kepemilikan objek perjanjian berada pada 
pihak pemberi waralaba. Konsekuensi pemanfaatan objek tersebut oleh penerima 
waralaba akan dikenakan kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang. Apabila 
kewajiban membayar disyaratkan sebagai bentuk imbalan, berarti ketentuan akad 
yang berlaku adalah ijarah. Dalam ijarah, boleh imbalan dibayarkan secara tunai 
(naqdan) maupun tangguh (maujjal). Untuk menentukan jumlah imbalan selain 
dapat dilakukan melalui perkiraan, juga dapat diperhitungkan dari hasil perolehan 
produk (royalty).
122
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Menurut analisa fiqh, landasan utama mendasari perjanjian waralaba adalah 
akad ijarah. Apabila adanya keuntungan lain bagi pemberi waralaba melalui hasil 
penjualan objek tertentu, berarti merupakan perjanjian yang berada diluar konteks 
ijarah. Begitu pula pembagian deviden hasil penanaman modal (equity sharing), 
hak pemberi waralaba (franchisor)kepada penerima waralaba (franchisee), juga 
merupakan perjanjian tersendiri yaitu akad mudharabah. Berlakunya masing-
masing akad mungkin saja terjadi dalam perjanjian waralaba, namun dengan 
ketentuan selama tidak menggugurkan rukun dan syarat masing-masing akad itu 
sendiri. Misalnya melalui akad ijarah, pemberi waralaba akan mendapatkan 
imbalan berupa uang. Sedangkan dari hasil penyertaan modal melalui akad 
mudharabah, pemberi waralaba berhak mendapatkan nisbah bagi hasil atau 
menanggung resiko financial terhadap modal yang disertakan.
123
 
6. Macam-macam Bentuk Waralaba 
a. Waralaba Produk dan Merek Dagang 
Yaitu bentuk waralaba yang paling sederhana, memberikan hak kepada 
penerima waraaba untuk menjual produk yang dikembangakan oleh pemberi 
waralaba disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang 
milik pemberi waralaba dan biasanya pemberi waralaba memperoleh ke-
utungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada penerima 
waralaba. Dalam bentuk yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan 
merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi 
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penjualan. Contohnya, Dealer mobil (Auto 2000 dan Toyota) dan stasiun 
pompa mobil (pertamina).
124
 
b. Waralaba format Bisnis 
Yaiu pemberian seluruh lisensi oleh seorang kepada orang lain, lisensi tersebut 
memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha menggunakan 
merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba, menggunakan keseluruhan 
paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat 
seseorang menjadi terampil dalam berbisnis, dan untuk menjalankannya 
dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar yang ditentukan sebelumnya.
125
 
7. Ketentuan perjanjian waralaba 
Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
waralaba, ketentuan waralaba yaitu: 
a. Diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan 
penerima waralaba, dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku 
hukum Indonesia. 
b. Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan 
keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar, sekurang-
kurangnya mengenai: 
1) Nama pihak pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan 
usahanya, misalnya identitas, nama dan atas alamat, tempat usaha, nama dan 
alamat pemberi waralaba, pengalaman penerima waralaba yang pernah dan 
masih melakukan perikatan, serta kondisi keuangan. 
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2) Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha 
yang menjadi objek waralaba. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
penerima waralaba, misalnya cara pembayaran, ganti rugi, wilayah 
pemasaran, dan pengawasan mutu. 
3) Bantuan atau finansial yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima 
waralaba, meliputi dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan 
tentang proyek yang dimaksud. 
4) Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, bantuan atau fasilitas 
yang diberikan seperti pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, 
bantuan pembukuan, dan pedoman kerja. 
c. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba, serta hal-hal 
lain yang perlu diketahui penerima wralaba dalam rangka perjanjian 
waralaba.
126
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah 212 
1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah 212 
Pencetus gagasan Koperasi Syariah 212 adalah Ega Gumilar (Ketua Barisan 
Putra Putri Indonesia). Pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017 atau 7 Rabiul 
Akhir di Ballroom al-Hambra Komplek Kampus STEI TAZKIA, Sentul Bogor 
Jawa Barat, di Ruang Al-Hambra, Andalusia Islamic Center. Saat itu berkumpul 
tokoh-tokoh umat, seperti Kyai Ma‟ruf Amin, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad M. 
Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustad Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii 
Antonio, dan masih banyak tokoh umat lainnya mulai merealisasikan kemandirian 
ekonomi berbasis Islam. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan musyawarah 
yang melibatkan banyak pihak, Muhammad Syafii Antonio diangkat sebagai 
Ketua Umum I Dewan Pengurus Koperasi Syariah.
127
 
Pembentukan Koperasi Syariah 212 ini untuk menjaga semangat aksi 212 
yang mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, ukhuwah 
Islamiyah, menegakkan keadilan hukum dinegeri ini dan sebagai momen 
kebangkitan Islam di Indonesia.
128
 Realitasnya bahwa masyarakat Islam mayoritas 
masih terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam 
bidang ibadah mahdhah. Namun, dalam bidang muamalah nampaknya tidak 
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banyak mengubah sifat keberagamaan umat Islam.
129
  Pasca aksi tersebut, para 
tokoh Nasional menyadari potensi gerakan umat ini terkhusus dibidang 
muamalah. Maka didirikanlah Koperasi Syariah 212 (KS 212). Rapat perdana 
para pendiri Koperasi Syariah 212 dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, 
yang dihadiri oleh 24 pendiri. Rapat perdana ini menghasilkan keputusan 
Anggaran Dasar (AD) Koperasi Syariah 212 dan susunan personalia 
kepengurusan Koperasi Syariah 212 yang pertama kalinya. Selanjutnya hasil rapat 
ini melalui Notaris, dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM selaku 
wakil pemerintah yang menangani perkoperasian.
130
 
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah 212  
Visi Koperasi Syariah 212 adalah: 
“Menjadi 5 (lima) besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, 
penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor 
produktif pilihan pada tahun 2025.” 
Misi Koperasi Syariah 212 adalah: 
 “Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya ummat baik 
secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta  investasi dalam 
sektor  produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional, 
yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga, serta 
mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.”131 
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3. Tujuan Koperasi Syariah 212  
Tujuan dibentuknya Koperasi Syariah 212 adalah untuk membangun 
Ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu 
penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan 
keselamatan akhirat.
132
 
4. Landasan Hukum Koperasi Syariah 212  
Koperasi Syariah 212 mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui 
Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah No. 
003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan 
UKM pada tanggal 19 Januari 2017 dan Akta No. 02 tanggal 10 januari 2017 yg 
dibuat dan disampaikan oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM dan diterima 
pada tanggal 19 Januari 2017 di Jakarta.
133
 
Gambar 1. Akta Notaris Koperasi Syariah 212 
 
Sumber. Dokumen Komunitas Koperasi Syariah 212
134
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5. Produk Koperasi Syariah 212 
Dalam rangka menunjang pertumbuhan Koperasi Syariah 212, 
dikembangkan beberapa produk antara lain produk pendanaan, pembiayaan, dan 
pengembangan usaha. 
a. Produk Pendanaan 
1) Simpanan pokok 
 Simpanan pokok merupakan kontribusi al musahamah atau saham yang 
dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali oleh 
anggota, yakni sebesar Rp 212.000.
135
 
2) Simpanan Wajib 
Simpanan wajib merupakan kontribusi al musahamah atau saham yang 
dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali 
sebulan sebesar Rp 10.000 atau sekali setahun sebesar Rp 120.000 oleh 
anggota.
136
 
3) Tabungan Investasi/Simpanan Sukarela 
Tabungan Investasi merupakan kontribusi dana dengan akad mudharabah 
mutlaqoh yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Syariah 
212. Tabungan Investasi ini adalah suatu kekuatan koperasi yang 
sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang 
disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik. 
Untuk sementara akan dikembangkan beberapa tabungan investasi antara 
lain: (a) Tabungan investasi untuk pengembangan waralaba dan jaringan 
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ritel; (b) Tabungan investasi untuk pengembangan properti syariah; (c) 
Tabungan investasi untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. 
Seluruh tabungan investasi berjangka waktu 12 bulan dan dapat 
diperpanjang untuk periode berikutnya.
137
 
4) Wakaf Tunai Produktif 
Wakaf tunai produktif merupakan terobosan untuk mengoptimalkan potensi 
sosial ummat dalam bentuk wakaf tunai. Sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku wakaf tunai dapat dikelola oleh LKS seperti perbankan 
syariah, ataupun Koperasi yang mendapat izin dari departemen koperasi. 
Besar harapan dengan wakaf tunai produktif ini dapat dikembangkan kerja 
sama- kerja sama dengan lahan-lahan wakaf yang masih idle seperti lahan-
lahan yang strategis di dekat pasar dapat dibangun ruko atau apartemen, 
karena dibangunnya ruko atau apartemen maka lahan tersebut dapat menjadi 
produktif dan hasil keuntungannya dapat dikembalikan kepada ummat 
sementara asetnya akan tetap menjadi aset wakaf.
138
 
b. Produk Pembiayaan 
Pembiayaan yang dilakukan Koperasi Syariah 212 adalah berperan sebagai 
pengembang (developer) serta pemasaran ke seluruh anggota. Proyek utama 
mencakup pengembangan kawasan pemukiman dan properti syariah. Produk 
Pembiayaan ini didasarkan atas kerja sama pemilik lahan secara bagi hasil 
dengan koperasi Syariah 212 sebagai developer. Anggota dapat juga berperan 
sebagai turn key contractor. Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 
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mengundang segenap kaum muslimin yang memiliki lahan untuk bekerja sama 
mengoptimalkan lahan strategisnya. Besar harapan bahwa lahan-lahan kaum 
muslimin akan tetap di tangan kaum muslimin dan tidak lepas ke pihak lain.
139
 
c. Produk Pengembangan Usaha 
Salah satu sektor strategis ekonomi ummat adalah penguasaan jaringan 
waralaba dan mini market secara nasional. Jaringan ini baru dapat 
dikembangkan seandainya supply chain berupa distribution centre telah ber- 
hasil dibangun. Sementara distribution centre baru akan ajeg ketika manufaktur 
kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman serta kebutuhan harian dapat 
dikuasai. Target penting lain pengembangan usaha adalah akuisisi pabrik-
pabrik dan manufaktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. 
Strategi pengembangan usaha ini akan menjadi semakin mudah bila lembaga 
keuangan syariah berupa perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal 
syariah dapat dikonsolidasikan. Konsolidasi dapat dilakukan dalam bentuk 
penyertaan saham di Koperasi Syariah 212.
140
 
Jaringan usaha 212 berkewajiban untuk bermitra dengan sebanyak 
mungkin usaha-usaha ummat yang sudah ada dan bukan mematikan usaha 
ummat tersebut seperti warung-warung sederhana dan pasar tradisional.Ustadz 
Valentino mengatakan bahwa ada tiga sektor produk pengalokasian dana 
Koperasi Syariah 212 yaitu Reksa Dana, Properti dan Retail.
141
 Ahmad Juliandi 
Bachtiar, Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Bekasi, mengatakan 
                                                          
139
Situs Resmi Koperasi Syariah 212, http://koperasisyariah212.co.id/ diakses pada 18 
januari 2018 pukul 20:11 
140
Ibid. 
141
April,Koperasi Syariah 212 Akan Buka 200 Minimarket, http://www.Sigabah.Com/Beta/ 
diakses pada 13 Maret 2017 pukul 18.22. 
74 
 
 
 
bahwa Koperasi 212 memerlukan energi yang lebih besar lagi untuk 
beroperasi. Diharapkan masyarakat yang terpicu dengan ghirah Islam berkenan 
bergabung di dalam Koperasi Syariah 212 Nasional maupun gerakan-gerakan 
ekonomi Islam yang lainnya.
142
. Selain itu, Koperasi Syariah 212 
mengutamakan kegiatan dalam beberapa prioritas usaha produktif antar lain: 
a) Mobilisasi dana tabungan dan investasi anggota. 
b) Identifikasi potensi potensi usaha mitra daerah. 
c) Kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan mengedepankan 
kepentingan bersama. 
d) Melakukan investasi secara hati hati dalam usaha usaha produktif yang 
antara lain meliputi: Jaringan ritel dan waralaba; Distribution Center; Pabrik 
pabrik makanan dan kebutuhan pokok harian; Property Syariah; 
membangun kawasan perumahan Islami; Lembaga keuangan Syariah 
berskala nasional; Perdagangan Online; Energy; Transportasi; Usaha usaha 
produktif prioritas lainnya.
143
 
6. Keuntungan Koperasi Syariah 212 
Mengenai benefit (keuntungan) untuk umat yang menjadi anggota Koperasi 
Syariah 212, Syafi‟i menegaskan bahwa insya Allah potensi selamat dari neraka 
karena dana dikelola secara Islami. Secara spiritual, Syafi‟i mengutip surat Al 
Baqarah ayat 275 yang artinya”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”. Oleh karena itu hadirnya koperasi ini untuk menyelamatkan umat dari hal 
yang dilarang oleh kitab suci yang diyakininya. Koperasi Syariah 212 bisa 
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menjadi potensi pasar usaha, Jika produk anggota yang dihasilkan memenuhi 
syarat dapat menjadi pemasok dijaringan waralaba yang sedang dan akan 
dikembangkan, para anggota dapat menjalin komunikasi potensi mitra sesama 
anggota Koperasi Syariah 212.
144
 
Keuntungan lainnya adalah bentuk kerjasama yang dicontohan oleh 
Koperasi Syariah 212 dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain: Bentuk 
kerjasama (supplier/vendor), Scope tugas dan tanggung jawab, Perhitungan harga, 
diskon, nisbah dan SHU, Pengaturan benefit anggota koperasi, System stock & 
selling koperasi. Adapun secara sosial, menurut Syafi‟i dengan adanya semangat 
berjamaah amanah insan ini akan meningkatkan proporsional dalam asset 
positions yang sekarang ini timpang. Sebagai contoh dibeberapa negara 
Skandinavia, yang menguasasi perusahaan skala Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) adalah koperasi. Demikian juga di Kuwait yang memiliki jaringan 
seperti Carrefour itu adalah ternyata koperasi.
145
 
7. AD/ART Koperasi Syariah 212 
  AD/ART Koperasi Syariah 212 disusun berdasarkan semangat 
pengembangan usaha bersama secara syariah dengan menjunjung tinggi prinsip 
berjamaah, amanah dan izzah serta sesuai perundang-undangan yang berlaku.
146
 
Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah 212 termasuk Koperasi yang memiliki 
anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang lengkap bahkan 
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komunitasnya juga memiliki Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga(ART) yang sesuai dengan ketentuan Koperasi Syariah 212 Pusat.
147
 
8. Syarat, Kewajiban dan Hak Keanggotaan Koperasi Syariah 212 
  Koperasi Syariah 212 dalam mengembangkan anggotanya memiliki cara 
seperti membuka pendaftaran secara online dan open 24 jam dan mengembangkan 
komunitas 212 disetiap kabupaten/kota dan provinsi serta luar negeri. 
a. Syarat Keanggotaan 
1) Warga Negara Indonesia (WNI). 
2) Mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. 
3) Tidak terdaftar di organisasi atau kelompok yang dinyatakan sebagai 
organisasi atau kelompok terlarang oleh Majelis Ulama Indonesia. 
4) Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir permohonan untuk 
menjadi Anggota Koperasi. 
5) Melunasi Simpanan Pokok sebesar Rp 212.000 dan Simpanan Wajib sebesar 
Rp 120.000 pertahun atau Rp 10.000 perbulan. 
6) Melampirkan salinan KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku (pilih 
salah satu), Bukti pelunasan pembayaran Simpanan Pokok dan Simpanan 
Wajib bulan berjalan, bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi 
persyaratan menjadi Anggota Koperasi
148
 
b. Masa Keanggotaan 
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Akhir masa keanggotaan koperasi yaitu Meninggal dunia; Berhenti atas kehen-
dak sendiri atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi 
syarat keanggotaan dan/atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai Anggota, 
seperti tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada Koperasi; berbuat 
sesuatu yang merugikan Koperasi, dan/atau bertindak melawan hukum.
149
 
c   Kewajiban dan Hak 
Segenap anggota wajib untuk mentaati segenap aturan dan peraturan yang 
tertera di AD/ART, termasuk di dalamnya membayar simpanan pokok dan 
simpanan wajib. Segenap anggota berhak atas: Informasi perkembangan 
Koperasi Syariah 212, Menghadiri RAT (melalui sistem perwakilan), Sisa 
Hasil Usaha (SHU) dan Bagi hasil investasi.
150
 
Tabel 3. Jumlah Keanggotaan Koperasi Syariah 212 
 
Sumber. Dokumen RAT Tahun Buku 2017
151
 
Berdasarkan data diatas, jumlah Anggota Keluar selama Tahun Buku 2017 
sejumlah 17 orang dari total keseluruhan anggota Koperasi Syariah 212 
mencapai 33.960 orang.  
9. Struktur Organisasi Koperasi Syariah 212 
Tabel 4. Susunan Organisasi Koperasi Syariah 212 
Dewan Penasehat: 1. Dr. KH. MA‟ruf Amin (ketua) 
2.  M. Arifin Ilham (anggota) 
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3. KH. Abdullah Gymnastiar (anggota) 
4. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi‟ie 
Dewan Pengawas 
 Syariah 
1. Dr. KH. Cholil Nafis (Ketua) 
2. Dr. KH. Muhyidin Junaedi (Anggota) 
Dewan Pengawas  
Operasional 
 
1. Asrul Azis Taba (Ketua) 
2. Dr. Ichsanuddin Noorsy (Anggota) 
3. Jufri Saharoni (Anggota) 
4. Mohammad Sukri (Anggota) 
5. Abdul Majid Umar (Anggota) 
Dewan Pengurus 
 
1. Muhammad Syafii Antonio (ketua Umum) 
2. Dr. Imam Teguh Saptono (Ketua I Bidang Bisnis 
3. Ir. Agus Siswanto. M.E. I. AAAIJ (Ketua II Bidang 
Komunitas) 
4. Dr. Irfa Syauqi Beik (Sekertaris Umum) 
5. Dr. Lukman M. Baga (Bendahara Umum) 
6. Dr. Mukhamad Najib (Wakil Bendahara Umum)152 
Sumber. Situs Online Koperasi Syariah 212. 
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Syariah 212 
Kunci keberhasilan dalam sebuah pelayanan terhadap anggota koperasi yang baik 
adalah dijalankannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan 
standar yang telah ditentukan. SOP Koperasi Syariah 212 mengenai pendaftaran 
anggota dapat menggunakan sistem online dan sistem offline.  
a. SOP Daftar Online Anggota Koperasi Syariah 212 : 
1) Siapkan foto KTP Anda dalam PC/ Laptop/ Smartphone Anda 
2) Buka website www.koperasisyariah212.co.id 
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3) Pilih menu Pendaftaran Anggota,anda akan dibawa ke halaman pendaftaran.  
Seperti laman pendaftaran pada umumnya, ada formulir yang harus diisi. 
4) Isi data lengkap. Anda Harus memasukkan nomor ponsel dan email yang 
aktif. Setelah sampai bagian “Investasi”, Anda bisa mengisinya langsung 
atau nanti saja. 
5) Setelah lengkap, klik tombol “Daftar”. Tunggu beberapa detik, lalu buka 
email yang Anda daftarkan dan temukan email konfirmasi sukses (email 
pertama). Jika di folder Inbox tidak ditemukan, cek juga di folder spam. 
6) Tunggu untuk mendapatkan Nomor Rekening Transfer atas nama yang anda 
daftarkan dari Admin via email kedua. 
7) Setelah melakukan transfer, Anda akan mendapatkan Nomor Anggota 
KS212 melalui email ketiga. 
8) Anda resmi menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 dan simpanlah Nomor 
Anggota Anda dengan baik.
153
 
Gambar 2. Daftar Online Koperasi Syariah 212 
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Sumber. Situs online Koperasi Syariah 212  
b. SOP Daftar Offline Anggota Koperasi Syariah 212 : 
1) Anggota mendatangi meja petugas KS212, menyiapkan fotocopy KTP 
2) Jika belum menyiapkan uang (bagi yang ingin membayar cash), diarahkan 
ke ATM untuk yang transfer uang setoran berupa: a) Simpanan Pokok Rp 
212.000; b) Simpanan Wajib Rp 120.000 (setahun); c) Simpanan Wadiah 
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Multiguna/Sukarela Rp 50.000; d) Setoran sukarela/Tabungan investasi 
(Minimarket, Properti, Lembaga Keuangan, Wakaf Tunai) 
3) Petugas KS212 memeriksa isian dan copy ktp 
4) Pindah ke meja Bank, menyerahkan form dan uang pendaftaran. 
5) Petugas bank memeriksa setoran iuran dan uang/transfer, dan memberikan 
bukti setoran kepada anggota 
6) Anggota akan menerima nomor anggota dari email yang didaftarkan 
maximum 2×24 jam.
154
 
c. SOP Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah 212 Tahun 2017 
Tabel 5. Susunan Acara RAT Koperasi Syariah 212 
 
  Sumber. Dokumen RAT Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017
155
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Susunan prosedur Rapat Anggota Tahunan diatas diketahui bahwa durasi rapat 
10 jam dengan agenda yang dimulai dengan registrasi selama 60 menit pada 
pukul 7.00 WIB hingga pukul 8.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB 
ditandai dengan agenda penutup/doa yang disampaikan ustadz Abd Majid. 
d. SOPAlur Proses Investasi KS212 
Gambar 3. Alur Proses Investasi 212 
 
Sumber. Dokumen Surat Keputusan Pengurus Tentang Penyertaan Investasi 
KS 212 
Dari bagan diatas prosedur investasi Koperasi Syariah 212 yaitu pertama, 
komunitas Koperasi Syariah 212 menyetor dana investasi sesuai RAB 212 
Mart pada Koerasi Syariah 212 Pusat; Kedua, Koperasi Syariah Pusat mencatat 
dana setoran Komunitas sebagai Penyertaan Modal Investasi; ketiga, Koperasi 
Syariah 212 Pusat melakukan Investasi Pendirian Minimarket 212 Mart pada 
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Unit Bisnis Koperasi Syariah 212; keempat, Unit Bisnis Koperasi Syariah 212 
melakukan Setup pendirian 212 Mart Komunitas Koperasi Syariah 212. 
11. Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Syariah 212 
Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen Koperasi Syariah diatur 
dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terdiri dari Standar Operasional 
Manjemen Kelembagaan, Standar Opersional Manajemen Usaha, dan Standar 
Operasional Keuangan. Aplikasi Standar Operasional Manajemen tersebut 
terhadap Koperasi Syariah 212 yaitu: 
a. Manajemen Kelembagaan Koperasi Syariah 212 
1)  Standar organisasi & manajemen KSPPS/USPPS Koperasi Syariah 212 
untuk melindungi harta kekayaan Koperasi, pencegahan terjadinya 
penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, 
meningkatkan efisiensi serta mendorong dipatuhinya peraturan dan 
kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.Untuk memenuhi tujuan 
sebagaimana dimaksud, anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, wajib 
mematuhi hal-hal sebagai berikut :  
a) Aspek organisasi, meliputi: Ketaatan terhadap ketentuan perundang-
undangan, Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 
dan Ketentuan lainnya; Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan 
keputusan Rapat Anggota.  
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b) Aspek Ketatalaksanaan, meliputi: Memiliki sistem dan prosedur kerja; 
Adanya struktur tata kerja organisasi; Pengendalian administrasi melalui 
program kerja dan anggaran; Meningkatkan kemampuan pengelolaan; 
Sesuai kebutuhan karyawan dan uraian tugas.  
c) Aspek Usaha, meliputi: Keterkaitan usaha dengan anggota; Perlakuan 
khusus terhadap anggota; Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi; 
Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.  
 d) Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: Tepat prosedur; Tepat jumlah atau 
nilai, Tepat waktu; Tepat pencatatannya; Tempat otoritasnya. 
156
 
   2) Standar Pengelolaan Organisasi Koperasi Syariah 212 
   Pengelolaan organisasi Koperasi Syariah 212 terdiri dari : 
   a) Pimpinan Unit Usaha Koperasi Syariah 212 
Pimpinan Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus atas 
persetujuan Pengawas. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai 
Pimpinan Unit Usaha. Pengurus memilih/mengangkat pimpinan unit 
usaha dari anggota Koperasi atau para profesional luar melalui uji 
kepatutan dan kelayakan internal. Jika jabatan tertentu dalam koperasi 
mensyaratkan uji kepatutan dan  kelayakan dari lembaga yang berwenang 
maka jabatan definitif dinyatakan sah setelah yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan tersebut; 
157
 
 
 
                                                          
156
Dokumen Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa No:02/RALB/17/XI-XII/2017, hlm. 44. 
157
Ibid., hlm. 46. 
85 
 
 
 
b) Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 
Jabatan Direktur Eksekutif, terbuka untuk anggota koperasi serta 
professional lain yang memenuhi kriteria calon Direktur Eksekutif. 
Jabatan Direktur Eksekutif merupakan jabatan professional yang diatur 
sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pengurus Koperasi dan Direktur 
Eksekutif. Masa kerja Direktur Eksekutif yang berasal dari tenaga 
professional ditetapkan oleh Pengurus Koperasi. Direktur Eksekutif 
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha Koperasi. Direktur Eksekutif 
bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Koperasi.
158
  
c) Manajer Bisnis dan Pengembangan Koperasi Syariah 212 
Tugas dan tanggung jawab manajer bisnis dan pengembangan pada 
Koperasi Syariah 212 adalah: 
(1) Memimpin pengelolaan Bisnis dan Pengembangan di kantor Pusat dan 
Cabang Koperasi.  
(2) Menyusun kebijakan serta Standar Operasional dan Prosedur Bisnis 
dan Pengembangan, untuk disetujui Direktur Eksekutif. 
(3) Manajer Bisnis dan Pengembangan menyusun rancangan bisnis dan 
pengembangan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana 
Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi yang disepakati dan disahkan 
dalam Rapat Anggota Biasa (RAB).  
(4) Mengadakan koordinasi dengan Manajer Keuangan dalam 
pembiayaan Bisnis dan Pengembangan.  
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(5) Mengadakan koordinasi dengan Manajer SDM dan Administrasi dan 
Umum untuk pemberdayaan Bisnis dan Pengembangan.  
(6) Manajer Bisnis dan Pengembangan secara berkala menyusun laporan 
pelaksanaan bisnis dan pengembangan berikut anak perusahaan yang 
dituangkan dalam Laporan Manajemen Bulanan dan Tahunan 
Koperasi.  
(7) Hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini 
diatur dalam Surat Keputusan Manajer.
159
  
d) Manajer SDM dan Administrasi Umum Koperasi Syariah 212 
           Tugas dan Tanggung Jawab:  
(1) Memimpin pemberdayaan SDM karyawan di kantor Pusat, Wilayah dan 
Cabang Koperasi.  
(2) Menyusun kebijakan pemberdayaan SDM Karyawan sesuai dengan 
Peraturan Koperasi yang berlaku untuk disetujui dan ditetapkan oleh 
Direktur Eksekutif .  
(3) Menyusun rancangan Pemberdayaan SDM dan kegiatan Adum 
dituangkan dalam RK & RAPB, disepakati oleh Manajer untuk 
disahkan oleh RAT/RAB.  
(4) Menyusun kebijakan pemberdayaan Karyawan dalam Organisasi dan 
Uraian Tugas untuk disetujui oleh Para Manajer dan ditetapkan oleh 
Direktur Eksekutif .  
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(5) Menghimpun usulan tentang rekruitmen dan pemberhentian SDM untuk 
disepakati Para Manajer dan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif .  
(6) Menghimpun usulan promosi dan mutasi SDM karyawan untuk 
disepakati oleh Para Manajer dan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif. 
(7) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 
Koperasi yang disahkan oleh RAT/RAB.  
(8) Secara berkala menyusun Laporan Pemberdayaan SDM Karyawan dan 
Administrasi Umum yang dituangkan dalam Laporan Manajemen 
Bulanan dan Tahunan. Hal lain yang belum cukup diatur dalam ART ini 
diatur dalam Surat Keputusan Manajer.
160
  
e) Manajer Operasional dan Keuangan Koperasi Syariah 212 
Tugas dan Tanggung Jawab manajer operasional dan keuangan Koperasi 
Syariah 212 adalah: 
(1) Memimpin pengelolaan keuangan di kantor Pusat, Wilayah dan Cabang 
Koperasi.  
(2) Menyusun kebijakan Keuangan, Akuntansi dan perpajakan yang 
dituangkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Keuangan 
Koperasi, disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif 
(3) Menyusun kegiatan yang menyangkut bidang keuangan termasuk 
peminjaman, asuransi, perpajakan, zakat, dan investasi serta arus kas 
untuk dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi hasil 
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amandemen dalam: Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan 
Belanja Koperasi untuk disetujui oleh Direktur Eksekutif dan disahkan 
dalam RAT/RAB.  
(4) Menjelang akhir tahun masing-masing Manajer wajib menyusun 
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi 
dibawah koordinasi Manajer Keuangan untuk disetujui oleh Direktur 
Eksekutif dan selanjutnya diajukan dan disahkan dalam RAT/RAB.  
(5) Bersama Direktur Eksekutif melaksanakan pembiayaan dari pihak 
ketiga jika diperlukan sebagaimana telah dituangkan dalam RKAP yang 
disahkan oleh RAT/RAB atau disetujui oleh Badan Pengawas.  
(6) Secara berkala menyusun Laporan Keuangan Koperasi dan anak 
perusahaan yang harus disampaikan dan dituangkan dalam Laporan 
Manajemen bulanan dan Tahunan Koperasi. Hal-hal yang belum cukup 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Surat 
Keputusan Manajer
161
 
f) Pengelolaan Usaha Koperasi Syariah 212 
Pengelolaan usaha Koperasi dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja dan 
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat 
Anggota. Pengelolaan usaha Koperasi harus dijalankan secara profesional 
dengan berpegang pada aturan dan peraturan yang berlaku. Badan 
Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha baik 
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Manajer yang tidak dirangkap oleh Pengurus dan Direktur Eksekutif yang 
bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.
162
  
   3) Standar prosedur penutupan USPPS Koperasi Syariah 212 
(a) Penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi dibentuk Tim Penyelesai;  
(b)Tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi 
dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau ditunjuk oleh Rapat 
Anggota;  
(c) Tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi yang 
berakhir berdasarkan jangka waktu berdirinya Koperasi ditunjuk oleh 
Rapat Anggota;  
(d)Tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan 
keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri. Tim penyelesai berdasarkan 
keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;  
(e) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi 
tersebut tetap ada dengan status “Koperasi dalam Penyelesaian”;  
(f) Selama dalam proses penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak 
diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar 
proses penyelesaian.
163
 
4) Prosedur pembubaran KSPPS Koperasi Syariah 212 
(a) Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, maka Rapat Anggota Luar Biasa  
dapat mengambil keputusan membubarkan Koperasi dan selanjutnya 
mengajukan permohonan membubarkan Koperasi kepada Pemerintah;  
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(b) Permintaan tersebut harus dilampiri dengan Berita Acara Rapat Anggota 
Luar Biasa Pembubaran yang meliputi: Tanggal dan Tempat Rapat 
Anggota Luar Biasa Pembubaran dilaksanakan, Jumlah anggota dan 
jumlah yang hadir, Agenda Rapat, dan Alasan Pembubaran Koperasi,  
Hasil perhitungan suara setuju dan tidak setuju atas pembubaran 
Koperasi.
164
 
5) Standar pembagian dan penggunaan SHU Koperasi Syariah 212 
Standar Pembagian Surplus Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah 212 setelah 
Pajak dan Zakat, diatur sebagai berikut:  
a) Partisipasi Modal dan Transaksi Anggota : 50% ;  
b) Dana Cadangan Umum : 25% ;  
c) Jasa Pengurus : 6% ;  
d) Jasa Pengawas : 3% ;  
e) Jasa Karyawan : 8,5% ;  
f) Dana Pendidikan Perkoperasian : 5% ;  
g) Dana Sosial : 2,5%. 
165
  
Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6. Laporan Sisa Hasil Usaha Tahu Buku 2017 
 
Sumber: Dokumen RAT KS212 Tahun Buku 2017 
Dari data diatas jumlah Pendapatan Usaha sebesar Rp 1.510.741,467,- per 31 
Desember selama satu tahun. Sedangkan Beban Usaha Koperasi Syariah 212 
sejumlah Rp 1.496.094.390,- dengan berbagai beban seperti beban Gaji/honor 
kantor, beban Listrik & air kantor, beban komunikasi anggota, beban 
transportasi, beban kartu anggota, beban konsumsi kantor, beban akomodasi, 
dan sebagainya. Jumlah Laba Kotor Usaha mencapai Rp 14.647.077,-  
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Tabel 7. Laporan Sisa Hasil Usaha  
 
Sumber: Dokumen RAT Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017 
Dari data diatas menunjukkan Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah 212 
sebesar Rp 486.243.119,- dalam tahun buku 2017 
6) Standar Pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi Syariah 212 
Standar pengelolaan aset Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 
Koperasi Syariah 212 yaitu:  
(a) Dalam hal pengurus bermaksud membeli atau menjual aset tertentu, maka 
harga aset, penilaian aset dan cara pembayaran wajib disampaikan melalui 
usulan kepada pengawas;  
(b)Dalam hal pembelian atau penjualan aset nilainya di bawah 250.000.000 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) maka pengurus cukup menyampaikan 
pemberitahuan kepada dewan pengawas;  
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(c) Dalam hal pembelian atau penjualan aset nilainya 251.000.000- 
500.000.000 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah-lima ratus juta rupiah) 
maka pengurus wajib meminta persetujuan Dewan Pengawas;  
(d)Dalam hal pembelian atau penjualan aset nilainya di atas 500.000.000 
(lima ratus juta rupiah) maka pengurus wajib menyampaikan dan meminta 
persetujuan Rapat Anggota;  
(e) Semua usulan pembelian dan penjualan dituangkan dalam proposal yang 
memperhitungkan untung rugi pembelian atau penjualan aset yang 
bersangkutan;
166
  
b. Manajemen Usaha Koperasi Syariah 212 
Hal-hal yang diatur dalam manajemen usaha Koperasi Syariah 212 yaitu:  
1) Standar Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah 212 
a) Pola penghimpunan dan penempatan dana harus bebas riba.  
b) Penempatan dana dalam bentuk talangan dan, atau penyertaan harus menjadi 
prioritas usaha Koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan 
usaha anggota melalui komunitas, cabang dan wilayah.  
c) Koperasi dapat menempatkan dana Koperasi pada investasi bidang 
teknologi informasi dan komunikasi atau sebagai provider untuk 
kepentingan usaha Koperasi dan anggota, khususnya mengenai e-commerce.  
d) Koperasi melakukan studi kelayakan untuk persiapan pendirian dan 
penempatan dana pada Distribution Centre di Wilayah dan, atau Cabang 
yang dinilai prospektif. Penghimpunan Dana terdiri dari: 
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(1) Simpanan Pokok Koperasi Syariah 212 
Merupakan simpanan yang dibayar sekali ketika mendaftar menjadi 
anggota, Setiap Anggota harus melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 
212.000,- (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang dibayar hanya 1 
(satu) kali. Sebelum calon anggota melunasi simpanan pokok, maka 
status yang bersangkutan masih tetap Calon Anggota.  
(2) Simpanan Wajib Koperasi Syariah 212 
Merupakan simpanan Anggota Biasa yang dibayar setiap bulan sebesar 
Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan, atau dibayar sebesar 
Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pertahun dan langsung 
dibayarkan sekaligus untuk setahun di awal, terhitung sejak masuk 
menjadi anggota koperasi. Anggota yang tidak membayar Simpanan 
Wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus diberi surat peringatan 
pertama oleh Pengurus. Apabila bulan ke empat belum melunasi maka 
diberi surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga pada bulan ke 
lima, Apabila setelah peringatan tertulis ke-3 (ketiga), anggota Koperasi 
yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atas peringatan tersebut, 
maka hak anggota yang bersangkutan atas SHU tahun yang berkaitan 
dinyatakan tertahan hingga yang bersangkutan melunasi kewajibannya, 
Simpanan Wajib hanya dapat ditarik 6 (enam) bulan setelah anggota 
berhenti 
167
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Tabel 8. Grafik Simpanan Wajib 
 
Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2017. 
Grafik diatas adalah Simpanan wajib yang dihimpun Koperasi Syariah 
212 selama 1 (satu) tahun mengalami perkembangan yang tidak terlalu 
signifikan namun cederung meningkat tiap bulan yang ditandai dengan 
simbol batang, sedangkan simbol Garis menunjukkan pertumbuhan dana 
simpanan wajib Koperasi Syariah 212 yang diperoleh setiap bulan. 
(3) Simpanan Sukarela Koperasi Syariah 212 
Simpanan Sukarela ialah simpanan wajib khusus investasi yang 
berjangka waktu 12 bulan. Investasi bisa bersifat umum dengan akad 
Mudharabah Muthlaqah, untuk seluruh proyek/jenis usaha yang dikelola 
Koperasi atau proyek-proyek usaha tertentu saja, dimana besaran bagi 
hasilnya disepakati dalam bentuk nisbah (perbandingan prosentase) dari 
perolehan laba yang didapat oleh Koperasi.  
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Simpanan Sukarela diadakan untuk tujuan pemupukan modal Koperasi, 
dapat ditarik kembali oleh anggota pada saat pembagian SHU atau saat 
berhenti menjadi anggota Koperasi, Jika Simpanan Sukarela anggota 
diambil di pertengahan tahun sebelum masa waktu 12 bulan selesai, 
maka akan dikenakan biaya administrasi yang besarannya ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Direksi, Pengambilan Simpanan Sukarela bagi 
anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta 
tanpa memperhatikan ekuitas Koperasi.
168
  
Tabel 9. Grafik Simpanan Sukarela 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2017. 
Dari grafik diatas perolehan dana yang masuk setiap bulan cenderung 
stabil dengan pemasukan yang terbesar dibulan desember dengan nominal 
Rp 9.600.000,-  naik sebesar  Rp 401.000,- dari bulan November sejumlah 
Rp 9.200.000,- yang berhasil Koperasi Syariah himpun selama tahun buku 
2017 
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(4) Hibah  
Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak pemberian 
hibah. Hibah atau Donasi yang berupa uang tunai dapat dimanfaatkan 
untuk perluasan/pengembangan usaha koperasi. Sebagian Simpanan 
pokok Anggota adalah Hibah Anggota untuk Koperasi. Dalam hal 
Koperasi bubar atau dibubarkan maka Hibah atau Donasi berupa barang 
dapat dihibahkan kepada Badan/Lembaga Sosial sesuai dengan 
keputusan Rapat Koordinasi. 
Tabel 10. Modal Sendiri Koperasi Syariah 212 
 
Sumber. Dokumen RAT Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017 
Modal sendiri Koperasi Syariah 212 yang dihimpun dari Produk 
Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela mencapai Rp 
22.545.551.359,- selama tahun 2017.  
Tabel 11. Laporan Perubahan Modal/Ekuitas Koperasi Syariah 212 
Sumber. Dokumen RAT Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017 
169
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Dari data diatas perolehan dana Hibah Koperasi Syariah 212 sebesar Rp 
21.084.033,61,- selama tahun 2017. Jumlah perubahan modal/ekuitas 
sebesar Rp 21.445,062.210,18,- 
2) Standar Jenis Pinjaman dan Pembiayaan Koperasi Syariah 212 
Produk pembiayaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(USPPS) Koperasi Syariah 212 hanya melayani kebutuhan anggota. Dikelola 
khusus oleh General Manager dan diawasi oleh Pengurus yang diantaranya: 
(a) Pembiayaan Produktif (Modal Kerja)  
(b) Pembiayaan Tata Griya Syariah (Property Syariah)  
(c) Pembiayaan Sarana air dan sanitasi  
(d) Pembiayaan Konsumtif (Pembelian Barang)  
(e) Pembiayaan Qardhul Hasan  
(f) Pembiayaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Produktif  
(g) Pembiayaan Talangan Haji/umroh. 170 
3) Standar Persyaratan Calon Penerima Pinjaman & Pembiayaan Koperasi 
Syariah 212 
Koperasi Syariah 212 memberikan pinjaman kepada anggota, badan usaha dan 
manajemen. Ketentuan pemberian pinjaman harus memenuhi syarat-syarat: 
Prosedural legal; Profesional; Prinsip kehati-hatian; Proposional; Karena alasan 
kebutuhan yang penting dan mendesak. Ketentuan pinjaman yang bersifat 
komersial. Selain mempertimbangkan unsur-unsur diatas wajib mempertim- 
bangkan unsur-unsur: Karakter; Kemampuan bayar calon peminjam; 
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Permodalan calon peminjam; Jaminan atas pinjaman; Kondisi perekonomian. 
Ketentuan lebih lanjut seperti jumlah dan jangka waktu pinjaman diatur dalam 
peraturan khusus koperasi, POK dan peraturan prosedur standar.
171
 
4) Standar pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS koperasi 
Standar pembinaan anggota koperasi menggunakan Dana Pendidikan dan 
Sosial. Dana Pendidikan dimaksudkan untuk membiayai pendidikan SDM 
Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi antara lain untuk pelatihan 
perkoperasian dan materi-materi lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan 
koperasi. Pengurus bertugas untuk menyusun program pelatihan perkoperasian. 
Dana Sosial terdiri dari Dana Kepedulian sosial Koperasi terhadap masyarakat 
sekitar dan program keagamaan. Selain itu, Pengurus bertugas menyusun dan 
melaksanakan program penggunaan Dana Kepedulian Sosial yang produktif 
untuk masyarakat. Besaran dana Program Kepedulian sosial, Program 
Keagamaan, dan Program Pendidikan tentang Koperasi untuk masing-masing 
wilayah ditetapkan berdasarkan usulan komunitas dan/atau unit organisasi lain 
dalam rapat gabungan.
172
 
c   Manajemen Keuangan Koperasi Syariah 212 
Manajemen keuangan Koperasi Syariah 212 terdiri dari: 
1) Standar Keseimbangan Arus Data Koperasi Syariah 212 
a) Data yang dilaporkan mencakup bidang organisasi, bidang SDM dan 
Administrasi Umum, bidang teknik, bidang bisnis dan pengembangan, 
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bidang keuangan termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, 
perpajakan, asuransi, investasi, barang inventaris dan hal penting lainnya;  
b) Laporan disampaikan dari unit terendah ke unit yang lebih tinggi untuk 
masing masing Manajer Bisnis dan Pengembangan, Manajer SDM dan 
Administrasi Umum serta Manajer Operasional dan Keuangan;  
c) Cakupan laporan dan waktu pelaporan ditetapkan oleh pimpinan unit 
organisasi atau para Manajer yang membutuhkan laporan;  
d) Selain laporan yang harus dibuat dan disampaikan secara berkala, pimpinan 
unit organisasi yang lebih tinggi dapat meminta laporan khusus tentang 
suatu hal atau kegiatan;  
e) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus disusun setiap tahun menjelang 
penyelenggaraan RAT/RALB yang mencakup kegiatan Organisasi, Usaha, 
SDM, dan Keuangan berupa realisasi Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan, Laporan Keuangan, Neraca Rugi Laba, Laporan Arus Kas serta 
Laporan Hasil Audit yang disusun oleh Auditor;  
f) Laporan Inventaris Harta Kekayaan Koperasi disampaikan setiap tahun, 
lengkap dengan jumlah unit, tanggal pengadaan, nilai awal, alokasi 
pengguna, penyusutan, keadaan, mutasi sampai penghapusan disampaikan 
oleh unit kerja Administrasi Umum dan Keuangan;  
g) Laporan "inventory stock barang" menyangkut jumlah barang yang 
diperdagangkan dan harus dilaporkan setiap bulan, tentang waktu 
pengadaan, nilai, jumlah barang, mutasi dan stock barang;  
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h) Direktur Eksekutif menyusun Laporan kegiatan usaha berdasarkan Laporan 
bulanan Kantor Cabang dan laporan unit kerja di Wilayah yang disampaikan 
kepada Staff Pengawas Wilayah dan Pengurus Koperasi;  
i) Laporan Manajemen Kantor Pusat Koperasi disusun setiap bulan 
berdasarkan Laporan bulanan Kantor Koperasi Wilayah dan Pusat, yang 
diterbitkan secara berkala dan disampaikan kepada Badan Pengawas serta 
Dewan Penasihat, sementara untuk Perwakilan Anggota cukup dikirim 
setiap triwulan dalam bentuk soft copy;  
j) Pengawas menyusun laporan setiap ada kegiatan pemeriksaan atau Notulen 
Rapat Pengawasan. Laporan Pertanggung Jawaban Pengawas disusun setiap 
tahun menjelang penyelenggaraan RAT/RALB.
173
 
2) Standar pembagian SHU Koperasi Syariah 212 
Standar pembagian SHU Koperasi Syariah dibagi umtuk Anggota, Jasa 
Pengurus dan Pengawas.  
a) Pembagian SHU kepada Anggota Koperasi Syariah 212 
Pembagian SHU kepada anggota berasal dari pendapatan partisipasi modal, 
transaksi anggota, transaksi non anggota dan pendapatan non operasional;  
(1) Yang berhak menerima pembagian SHU adalah Anggota Biasa, dan yang 
telah melunasi simpanan pokok, dan membayar Simpanan Wajib;  
(2) Anggota yang tidak membayar Simpanan Wajib untuk 3 (tiga) bulan 
berturut-turut dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengurus 
namun tidak mendapat respons dari anggota yang bersangkutan, maka 
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hak anggota yang bersangkutan atas SHU tahun yang berkaitan 
dinyatakan tertahan hingga yang bersangkutan melunasi kewajibannya; 
(3) Besaran SHU untuk masing-masing anggota dihitung berdasarkan azas 
pemerataan dan keadilan sesuai dengan proporsi waktu dan jumlah 
akumulasi Simpanan Anggota (Simpanan Wajib, Simpanan Khusus 
termasuk porsi Dana Cadangan), dengan perhitungan: Untuk anggota 
yang telah bergabung sejak awal pendirian, atau keanggotaan telah 
berumur 3 tahun lebih, maka akan mendapatkan alokasi 100% dari 
ketetapan pembagian SHU yang disepakati oleh anggota.  
Untuk anggota dengan umur keanggotaan kurang satu tahun akan 
mendapatkan 75% alokasi SHU yang kemudian disesuaikan dengan 
proporsi waktu satu tahun, Umur keanggotaan satu hingga dua tahun 
akan mendapatkan 80% alokasi SHU; untuk umur keanggotaan dua 
hingga tiga tahun akan mendapatkan 90% alokasi SHU. SHU ditetapkan 
kepada anggota di saat pelaksanaan RAT Koperasi dan dibayrkan kepada 
anggota yang berhak selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung 
sejak RAT ditutup. 
174
 
Menurut penulis mengenai SHU yang diterima tiap anggota 
berbeda-beda dikarenakan ada faktor umur keanggotaan. Hal ini karena 
Koperasi Syariah 212 menganut azas pemerataan dan keadilan 
berdasarkan lamanya anggota tersebut bergabung, serta anggota yang 
telah melunasi simpanan anggota.  
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b) Pembagian SHU Jasa Pengurus dan Pengawas Koperasi Syariah 212 
(1) Anggota Pengurus dan Pengawas yang berhak atas pembagian SHU 
sebagai bagian jasa ialah mereka yang namanya tertulis sesuai dengan 
proposi waktu dalam Perhitungan SHU Tahun Buku terkait;  
(2) Masa bakti Pengurus dan Pengawas dihitung berdasarkan SK Penugasan 
dan Pemberhentian yang dibulatkan dalam perhitungan bulan;  
(3) Besaran pembagian SHU Unsur Pengurus ditetapkan dalam Rapat 
Pengurus dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing;  
(4) Besaran pembagian SHU Unsur Pengawas ditetapkan dalam Rapat 
Pengawas dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing;  
(5) Pembagian SHU jasa pengurus dan pengawas selambat-lambatnya 
dibayarkan 14 hari kalender terhitung sejak Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) ditutup dan diatur lebih lanjut dalam POK. Pembagian SHU jasa 
karyawan selambat-lambatnya dibayarkan 14 hari kalender terhitung sejak 
RAT ditutup dan diatur lebih lanjut dalam POK.
175
  
3) Standar Pelaporan  Keuangan Koperasi Syariah 212 
a) Laporan keuangan dilaporkan pengurus pada setiap RAT sesuai dengan 
hasil audit kantor Akuntan Publik 
b) Laporan keuangan memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 
koperasi, neraca laba rugi, laporan arus kas dan laporan audit yang dibuat 
oleh kantor akuntan publik;  
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Tentang Anggaran Rumah Tangga, hlm. 41. 
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c) Laporan keuangan juga mencakup jumlah barang yang tersedia dan 
diperdagangkan termasuk yang dimutasi atau dihapus bukukan;  
d) Laporan keuangan tahunan merupakan akumulasi laporan bulanan dan hasil 
audit. Pengawas menyampaikan laporan kegiatan pengawasan dan 
pameriksaan terhadap Pengurus.
176
  
Menurut hasil penelitian, Standar Operasional Managemen (SOM) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan Koperasi Syariah 212 telah 
diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dengan baik. SOM dan SOP telah 
disosialisasikan, dibagikan dan upload di situs resminya. Sehingga masyarakat 
dapat mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Pengurus, pengelola maupun angota 
diwajibkan memahami SOP dan SOM tersebut dan menjadikannya panduan akan 
apa yang harus dikerjakan di Koperasi Syariah 212.  
Namun SOM pada Koperasi Syariah 212 belum sepenuhnya memenuhi 
ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simapn Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 17 yang mana ruang lingkup SOM 
meliputi 3 bagian yang terdiri dari Standar Operasional manajemen (SOM) 
kelembagaan KSPPS/USPPS koperasi, Standar Operasional manajemen (SOM) 
Usaha KSPPS/USPPS koperasi, dan Standar Operasional manajemen (SOM)  
Keuangan KSPPS/USPPS koperasi. Dari ketiga ruang lingkup SOM tersebut, 
penulis menemukan hanya SOM Kelembagaan yang memenuhi standar, SOM 
Usaha Koperasi Syariah 212 memuat 4 standar dari 10 standar operasional yang 
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diatur Permenkop, SOM Keuangan Koperasi Syariah memuat 3 Standar dari 6 
standar yang ditetapkan Permenkop.  
Berikut rincian dari SOM Usaha Koperasi Syariah 212 yang sesuai dengan 
standar Permenkop adalah: (1)Standar penghimpunan dan penyaluran dana; 
(2)Standar Jenis pinjaman dan pembiayaan; (3)Standar Persyaratan calon 
penerima pinjaman dan pembiayaan; (4)Standar Penanganan Pembinaan Anggota 
oleh KSPPS/USPPS Koperasi. Sedangkan SOM Usaha Koperasi Syariah 212 
yang belum tercantum sesuai Permenkop adalah: (1)Standar pelayanan pinjaman 
& pembiayaan kepada unit lain; (2)Standar batasan maksimum pinjaman; 
(3)Standar biaya administrasi pinjaman; (4)Standar agunan; (5)Standar pengem-
balian dan jangka waktu pinjaman & pembiayaan; (6)Standar pembinaan anggota 
oleh KSPPS/USPPS koperasi; (7)Standar penanganan pinjaman & pembiayaan 
bermasalah  
SOM Keuangan Koperasi Syariah yang sesuai dengan Permenkop adalah: 
(1)Standar Kesimbangan Arus Dana; (2)Standar Pembagian SHU; (3)Standar 
Pelaporan Keuangan. Sedangkan SOM Keuangan yang belum tercantum adalah: 
(1)Standar penggunaan kelebihan dana; (2)Standar penghimpunan dana dari luar; 
(3)Standar pengukuran kinerja KSPPS/USPPS Koperasi  
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B. Deskripsi Tentang 212 Mart 
1. Apa itu 212 Mart ? 
212 Mart adalah brand minimarket milik Koperasi Syariah 212. 
Kepemilikannya berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk 
menjaga daya saing baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun 
promo. Bagi konsumen, 212 Mart adalah tempat belanja yang dijamin 
kehalalannya.  
Gambar 4. Ilustrasi kehadiran 212 Mart  
 
 Sumber. Dokumen Presentasi 212 Mart 
Bagi warung sekitar, 212 Mart adalah agen yang menjual produk dengan harga 
grosir, serta salah satu instrumen investasi saham kepemilikan 212 Mart secara 
berjamaah dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Bagi kaum dhuafa, 
212 Mart termasuk wahana pengumpul sedekah dari keuntungan yang dihasilkan 
oleh 212 Mart.
177
 Tujuan didirikannya 212 Mart adalah untuk membangun 
ekonomi umat yang besar, kuat, profesional, dan terpercaya sebagai salah satu 
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Situs Resmi Koperasi Syariah 212. 212Mart: Amanah, Berjamaah, Izzah, 
https://koperasisyariah212.co.id/212mart/ diakses pada tanggal 20 Mei 2018, pukul 20:22 WIB. 
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penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagian dunia dan 
keseimbangan akherat.
178
 
2. Nilai Investasi 212 Mart 
Tabel 12. Nilai Investasi pada 212 Mart 
Tipe A: 
20 – 40 m2 Area Jualan 
600 – 1200 Produk 
Item 
Investasi Rp 212 Juta 
(Investasi termasuk 
PPn) 
Tipe B: 
40 – 60 m2 Area Jualan 
1200 – 2000 Produk 
Item 
Investasi Rp 322 Juta 
(Investasi termasuk PPn) 
Tipe C: 
> 60 m2 Area Jualan 
1800 – 2500 Produk 
Item 
Investasi Rp 432 Juta 
(Investasi termasuk PPn) 
Investasi ini belum termasuk genset, safety stock, dan mobilisasi untuk lokasi > 60 
km dari DC 
179
. Sumber: Situs Resmi Koperasi Syariah 212 
Gambar 5. Sketsa Type 212Mart 
   
Sumber. Dokumen 212 Mart 
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Gusti, Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212, Wawancara Pribadi, 27 Juli 2018 
pukul 7:45 WIB. 
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Dari gambar diatas menjelaskan bahwa investasi 212 Mart memiliki tiga jenis 
tipe, setiap tipe memiliki jumlah produk yang berbeda serta luas yang berbeda. 
3. Sistem Kemitraan 
a. Full Brand, sistem kemitraan memakai nama 212 Mart dengan kepemilikan 
berjamaah. Model yang paling umum, membangun dari nol, sebagai startup  
komunitas Koperasi Syariah 212 dan komunitas Muslim lainnya. 
b. Co Branding, sistem kemitraan minimarket dengan memakai nama toko 
sendiri, misalnya “Amanah Mart” namun menjadi menjadi mitra Koperasi 
Syariah 212. Logo “Amanah Mart” dipasang berjejer dengan logo 212 Mart 
dan disebutkan sebagai mitra. Kepemilikan diutamakan berjamaah, badan 
hukum bisa berbentuk yayasan, koperasi, atau perusahaan. 
c. Convert, sistem kemitraan bagi minimarket yang sudah berjalan dan ingin 
menjadi mitra Koperasi Syariah 212 dengan mengubah brand minimarketnya 
menjadi 212 Mart. Misalnya, sebuah gerai Indomaret mengubah total dirinya 
menjadi 212Mart. 
d. Re Branding, sistem kemitraan dengan Koperasi Syariah 212 yang dilakukan 
dengan me-refresh persepsi konsumen dengan memakai brand 212 Mart dari 
brand lama yang dimilikinya. Cocok untuk minimarket yang, misalnya hendak 
melakukan turn over dari kondisi bisnis yang kurang bagus.
180
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Gambar 6. Jumlah Gerai 212 Mart 
 
Sumber. 1. Dokumen Kebijakan Starategis & Rencana Pembangunan 
  2. Dokumen RAT  2017 
Gambar 7. Proses Kemitraan  
 
Sumber. Dokumen Pedoman Komunitas Rapat tim 17
181
 
Menurut penelitian penulis, sistem kemitraan yang diterapkan Koperasi 
Syariah 212 terhadap masyarakat (pelaku usaha) yang dalam hal ini adalah 
Komunitas yang telah bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah 212 Pusat  
yang mendirikan mart dengan menggunakan merk 212 Mart, sejauh ini berjalan 
dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan jumlah gerai yang berdiri 
diberbagai wilayah seluruh Indonesia. Hal ini diketahui dengan laporan dari 
Koperasi Syariah 212 bahwa jumlah gerai 212 Mart 61 Gerai di 8 Provinsi, 18 
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Gusti Tamrin, pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212, Wawancara Pribadi, pada 
hari Jumat 27 jui 2018 pukul 8:15. 
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Kabupaten/Kota dan 49 Kecamatan diseuruh Indonesia. Menurut Pengurus 
Komunitas Koperasi Syariah 212 Boyolali, Bpk Anang mengatakan bahwa,     
“Kemitraan dagang dengan produsen komoditas menjadikan 212 Mart 
berpotensi memberikan strategi penawaran dengan harga terbaik. Bermitra 
dengan 212 Mart juga bermanfaat sebagai warisan yang berbentuk perjuangan 
untuk memastikan bahwa jaman disaat anak cucu kelak, pasar ekonomi tidak 
“mutlak” dikuasai asing dengan segala idealismenya yang berpotensi 
mengganggu akidah. Setidaknya, dengan bermitra dengan 212 Mart 
membangun jejak peradaban ekonomi islam.”182 
 
4. Nilai Lebih 212Mart 
a Brand: 212 Mart mengusung #Spirit212, gerakan kebangkitan umat yang dipicu 
oleh perjuangan umat pada Aksi Bela Islam ketiga pada 2 Desember 2016. 
Sedangkan Koperasi Syariah 212 sendiri adalah kelanjutan perjuangan umat 
pada aksi 212 tersebut dibidang ekonomi. 
a. Biaya: Bebas biaya loyalty, Bebas biaya franchise, Bebas management fee.  
b. Produk. Produk-produk yang dijual adalah produk pilihan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ketersedian produk yang cukup 
lengkap menjadi salah satu tujuan 212Mart dalam memberikan kepuasan 
berbelanja kepada pelanggan. 
c. Harga: Menjual produk pilihan dengan harga bersaing dibandingkan retail 
sejenisnya. 
d. Promosi: program promosi berkala untuk menstimulasi minat konsumen 
berbelanja. Sistem promosi terpusat, terprogram, dan tematik. 
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Anang, Anggota Komunitas Koperasi Syariah 212, Wawancara Pribadi, 25 Juli 2018 
pukul 14.30 WIB.  
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e. Presentasi: Tampilan toko modern, efektif, dan efesien. Tata letak didesain 
untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja dengan pengaturan barang 
yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 
f. Personal: Koperasi Syariah 212 dan tim ahli memberikan pelatihan secara 
berkala kepada karyawan di tiap gerai 212 Mart, untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan dengan baik kepada pelanggan dan masyarakat. 
g. Otomatisasi: Semua tranksaksi terekam dalam sistem komputer 
terintegrasi.Sistem dapat melakukan perhitungan dan pelaporan transaksi tiap 
harinya. 
h. Berkembang: yaitu mengikuti perkembangan bisnis retail secara berkala. 
Investor bisa memiliki lebih dari 1 (satu) gerai.
183
 
212 Mart merupakan aplikasi dari manajemen ekonomi modern yang sudah 
terbukti keampuhannya yaitu ekonomi berbagi (berjamaah) atau shared economy.  
Hal ini terlihat dari beragamnya jenis kontribusi yang kolektif oleh anggota, mulai 
dari dukungan finansial, lokasi, waktu tenaga, dan pikiran.
184
 Beberapa ke-
unggulan 212 Mart adalah 212 Mart merupakan gabungan, unifikasi atau 
kombinasi antara koperasi dengan minimarket. Dimana koperasi-koperasi yang 
ada selama ini, hanya berada dipojok-pojok atau area perkantoran atau 
perusahaan. Dengan unifikasi tersebut diharapkan bisa tahan banting dan mampu 
bersaing dengan kompetitor. Karena yang berbelanja di 212 Mart selain 
anggotanya juga masyarakat luas yang melintasi jalan raya atau jalan kecil lainya. 
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Keuntungan yang diperoleh antara lain laba dari: 1) 212 Mart; 2) Distributor 
Center; 3) Distributor; 4) Pabrik-pabrik; 5) Suplier bahan Raw Material.
185
 
Nilai lebih dalam Koperasi Syariah 212 yaitu anggota dan komunitas berhak 
menggunakan aplikasi Finetech KS 212 Mobile yang mana setiap transaksi 
dikenakan biaya Rp 2000 dan biaya itu masuk ke Koperasi Syariah 212 Pusat 
sebagai salah satu hasil produknya dan sebagai Sisa Hasil Usaha. Aplikasi ini 
sejenis kartu ATM yang disetiap transaksi memakan biaya Rp 6500 hingga Rp 
7000.
186
  
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) 212 Mart 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pengurus Komunitas Koperasi 
Syariah 212 didapatkan persyaratan pokok yang mana semua Komunitas Koperasi 
Syariah diseluruh Indonesia yang ingin mendirikan 212 Mart diwilayah masing-
masing harus mendapat persetujuan dari Koperasi Syariah 212 Pusat dan 
persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:    
a. Mendirikan 212 Mart: Minimal 100 orang anggota yang terlibat dalam investasi 
pendirian minimarket 212 Mart; Harus menjadi anggota Koperasi Syariah 212; 
Berbadan hukum (Koperasi/PT); Memiliki tempat untuk pendirian minimarket; 
Sudah tersedia dana investasi sesuai dengan tipe yang akan di ajukan.
187
 
b. Bergabung sebagai salah investor 212Mart: 
1) Jadi anggota Koperasi Syariah 212 
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2) Bergabung dengan Komunitas Koperasi Syariah 212 yang sudah ada atau 
bentuk komunitas sendiri. 
3) Kumpulkan setidaknya 100 orang sebagai investor lalu bagi rata dengan 
kebutuhan investasinya. Jadi, misalnya komunitas Anda ingin mengambil 
yang Tipe B seharga Rp275.000.000,- (non bangunan), maka jika 
investornya hanya 100 orang, per orang wajib setor Rp 2.750.000,- 
Biasanya komunitas menetapkan perlembar sahamnya adalah Rp 500.000,- 
hingga Rp 1.000.000,- dengan maksimum pembelian beragam tergantung 
komunitasnya. Hal ini untuk menghindari penguasaan saham oleh satu atau 
beberapa orang dikarenakan prinsipnya berjamaah.
188
 
Gambar 8. Langkah Mendirikan 212 Mart 
 
Sumber. Dokumen Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta 
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C. Deskripsi Tentang Komunitas Koperasi Syariah 212 
1. Apa itu Komunitas Koperasi Syariah 212 ? 
Komunitas Koperasi Syariah 212 (KS 212) adalah sekumpulan orang Islam 
yang berhimpun pada satu wilayah kelurahan/desa sampai kecamatan, yang 
bertujuan untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan membangun 
kebersamaan dalam rangka mengembangkan ekonomi umat berlandaskan Spirit 
212. Semangat 212 adalah semangat ukhuwah Islamiyah demi harkat martabat 
umat dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang perekonomian.
189
  
Dalam membangun Komunitas Koperasi Syariah 212, gusti tamrin 
mengatakan bahwa,  
“Membangun Komunitas dengan 2 pendekatan antara lain: 1. Melalui grup 
media sosial whatsapp yang memungkinkan untuk kaum muslimin seluruh 
dunia yang mempunyai ghirah akan kebangkitan ekonomi umat agar 
bergabung. 2. Melalui sosialisasi dari masjid ke masjid sehingga toko dimiliki 
oleh banyak orang sehingga tidak jauh dari toko yang nantinya juga menjadi 
konsumen ditoko sendiri.”190  
 
2.  Persyaratan Komunitas  
a. Memiliki minimal anggota 100 orang yang terdaftar sebagai anggota KS 212 
yang berada pada wilayah kelurahan/desa sampai kecamatan yang sama.  
b. Memiliki kantor atau sekretariat untuk melaksanakan berbagai kegiatan 
Komunitas sebagai domisili komunitas.  
c. Memiliki kepengurusan komunitas. 191 
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Gusti, Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212, Wawancara Pribadi, 27 Juli 2018 
pukul 7:45 WIB. 
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Agung, Anggota & Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212, Wawancara Pribadi, 28 
Juli 2018, pukul 7:22 WIB. 
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3. Pengesahan Komunitas  
a. Pengesahan Komunitas dilakukan oleh Koperasi Syariah 212, setelah 
mempelajari usulan dari calon komunitas yang telah memenuhi persyaratan 
minimal yang ditetapkan.  
b. Pengesahan komunitas oleh Pusat dapat didelegasikan pada pengurus wilayah 
atas usulan cabang yang keputusannya disampaikan ke Pusat.  
c. Koperasi Syariah 212 Pusat berhak melakukan permintaan data tambahan dan 
verifikasi sebelum mengesahkan Komunitas Koperasi Syariah 212.  
d. Calon Komunitas yang telah memenuhi syarat disahkan oleh Koperasi Syariah 
212 dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai Komunitas 212, paling 
lambat 14 hari kerja setelah terpenuhi semua persyaratan.
192
 
4. Syarat Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212  
a. Berusia antara 30 – 65 Tahun, kecuali penasehat 40-70 tahun  
b. Bukan Pengurus atau kader aktif partai politik.  
c. Bukan Anggota separatis NKRI  
d. Bukan Pengikut aliran sesat yang dilarang Majelis Ulama Indonesia (MUI).193  
5. Batasan Kewenangan Komunitas  
a. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak nama baik Koperasi.  
b. Dilarang melakukan pengumpulan dana untuk pembiayaan modal kerja atau 
investasi dengan mengatasnamakan Koperasi Pusat.  
c. Dilarang melakukan kegiatan bersama dengan seseorang atau institusi yang 
merupakan jaringan atau terindikasi sebagai aliran sesat sesuai Fatwa MUI.  
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Happy, Karyawan PT Umat Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta, Wawancara 
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d. Kegiatan Komunitas dapat memperoleh pendanaan 2,5% dari keuntungan 
bersih badan usaha komunitas yang bersangkutan.  
e. Rapat komunitas dapat memberhentikan pengurus atau Anggota komunitas jika 
ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang membahayakan 
kelangsungan hidup koperasi dan komunitas.
194
 
6. Peranan Komunitas Koperasi Syariah 212  
Komunitas Koperasi Syariah 212 memiliki peranan untuk Membangun 
kebersamaan dalam komunitas, Menciptakan dan menumbuhkan usaha,  
memberdayakan potensi anggota, Memperluas jaringan dan anggota serta terus 
menerus melakukan perbaikan kualitas kehidupan umat.
195
 
Tabel 13. Total Daerah Komunitas s.d Desember 2017 
 
Sumber: Buku RAT Koperasi Syariah 212 Tahun 2017 
196
 
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah Komunitas diseluruh 
wilayah sebesar 130 Komunitas dengan total anggota mencapai 12.427 orang 
dengan jangka waktu hingga desember 2017. 
a.  Peranan Pengurus Cabang  
1) Menkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sosial keagamaan dan 
kegiatan usaha di antara komunitas.  
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196
Dokumen, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah 212 Tahun Buku 2017, Diambil di 
kantor Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta, hari Jumat, pukul 11.00 WIB. 
117 
 
 
 
2) Membina dan mengembangkan komunitas di kabupaten/kota tersebut.  
3) Mengembangkan jumlah anggota koperasi di kabupaten/kota tersebut.  
4) Menciptakan, Mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha komunitas.  
5) Memfasilitasi kerjasama usaha antar komunitas di kabupaten/kota tersebut.  
6) Melakukan komunikasi kepada berbagai pihak terkait untuk membangun 
citra positif Koperasi di kabupaten/kota.  
7) Pendanaan cabang dialokasikan dari Surplus Hasil Usaha koperasi pada 
dana pendidikan perkoperasian sebesar 50%.  
8) Teknis pelaksanaan pencairan dana harus disampaikan dengan proposal 
yang diusulkan oleh cabang kepada pusat.
197
  
b. Peranan Pengurus Wilayah  
1) Menkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sosial keagamaan dan 
kegiatan usaha di antara cabang cabang.  
2) Membina dan mengembangkan cabang di provinsi tersebut.  
3) Mengembangkan jumlah anggota Koperasi di provinsi tersebut.  
4) Menciptakan, Mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha di cabang .  
5) Memfasilitasi kerjasama usaha antar cabang di provinsi tersebut.  
6) Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun citra 
positif koperasi di provinsi.  
7) Pendanaan wilayah dialokasikan dari surplus hasil usaha (SHU) Koperasi 
pada dana pendidikan perkoperasian sebesar 25% .  
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8) Teknis pelaksanaan pencairan dana harus disampaikan dengan proposal 
yang diusulkan oleh wilayah pada pusat. 
198
 
7. Pengurus Komunitas, Cabang dan Wilayah  
Pengurus Komunitas, Cabang, Wilayah terdiri dari minimal: 1) Seorang 
Ketua; 2) Seorang Sekretaris; 3) Seorang Bendahara; 4) Tiga orang penasehat.  
a. Pengurus Cabang  
1) Apabila dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu komunitas, maka 
akan dibentuk cabang. 
2) Pengurus cabang dipilih dalam musyawarah cabang oleh pengurus inti 
komunitas (ketua, sekretaris dan bendahara).  
3) Dalam hal pengurus inti, komunitas berhalangan hadir pada musyawarah 
cabang, maka dapat digantikan oleh pengurus atau anggota lain yang 
mendapat mandat dari pengurus inti Komunitas yang bersangkutan.  
4) Masa jabatan koordinator cabang adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk maksimal 3 periode.  
5) Pengurus cabang disahkan oleh Koperasi, setelah mempertimbangkan 
keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan Surat keputusan.  
6) Pengurus cabang dapat juga disahkan oleh wilayah yang mendapat mandat 
dari koperasi setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, 
dengan menerbitkan Surat keputusan.
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b. Pengurus Wilayah  
1) Apabila dalam satu provinsi terdapat lebih dari satu cabang, maka akan 
dibentuk wilayah.  
2) Pengurus wilayah dipilih dalam musyawarah wilayah oleh pengurus inti 
cabang (ketua, sekretaris dan bendahara).  
3) Dalam hal pengurus inti cabang berhalangan hadir pada Musyawarah 
wilayah, maka dapat digantikan oleh pengurus lain yang mendapat mandat 
dari pengurus inti cabang bersangkutan.  
4) Masa jabatan koordinator wilayah adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk maksimal 3 periode.  
5) Pengurus cabang disahkan oleh Koperasi, setelah mempertimbangkan 
keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan surat keputusan (SK).  
6) Pengurus cabang dapat disahkan oleh wilayah yang mendapat mandat dari 
koperasi setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, 
dengan menerbitkan surat keputusan (SK).  
7) Atas usulan cabang-cabang dengan sepengetahuan wilayah untuk provinsi 
tertentu yang dianggap perlu dapat didirikan lebih dari 1 wilayah yang 
keputusannya berdasarkan hasil rapat pengurus dengan pengawas atas 
usulan cabang-cabang sepengetahuan wilayah.
200
  
Masa Jabatan Pengurus Komunitas adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk periode berikutnya dengan batas maksimal tiga (3) periode. 
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Pergantian Ketua Komunitas ditengah masa jabatannya, harus dilakukan melalui 
mekanisme Musyawarah Komunitas Luar Biasa (MKLB), dengan mekanisme: 
a. Minimal 2/3 dari anggota komunitas membuat usulan diadakannya 
musyawarah Komunitas Luar Biasa (MKLB) kepada Pengurus KS 212.  
b.  Apabila tidak bisa dihadirkan 2/3 anggota komunitas dalam MKLB maka 
dilakukan penundaan rapat paling lama 2x10 menit setelah itu MKLB 
dinyatakan qourum .  
c. Pengurus koperasi menyetujui dilaksanakannya MKLB dengan menerbitkan 
surat keputusan (SK) persetujuan sepanjang syarat-syarat MKLB dipenuhi dan 
melaporkan kepada Cabang, Wilayah dan Pusat Koperasi.  
d. Cabang atas delegasi kewenangan dari KS 212 Pusat dapat menyetujui 
dilaksanakannya MKLB dengan menerbitkan surat keputusan (SK) persetujuan 
sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi dan melaporkan kepada Cabang, Wilayah 
dan Pusat Koperasi Syariah 212.  
e. Keputusan pergantian Ketua Komunitas berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka diputuskan melalui 
pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.  
f. Pengurus Komunitas membuat berita acara Musyawarah Komunitas Luar Biasa 
(MKLB) dan melaporkan kepada Cabang, Wilayah dan Pusat Koperasi 212.  
g. Pengesahan Ketua komunitas baru dilakukan oleh pengurus Pusat Koperasi 
atau didelegasikan kepada Perwakilan atau Cabang.
201
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8. Pengembangan Usaha  
Koperasi dapat mengembangkan usaha melalui kerjasama antar komunitas. 
Kerjasama usaha antara koperasi dan komunitas berdasarkan pertimbangan 
profesionalisme dan tata kelola usaha yang baik. Pusat dapat bermitra usaha 
dengan wilayah, cabang atau komunitas dengan menetapkan bagi hasil sebesar 
2,5% sampai dengan 10 % dari keuntungan bersih pada usaha yang dimaksud. 
Koperasi menerbitkan persyaratan dan panduan kerjasama usaha sesuai dengan 
bidang-bidang usaha yang dikembangkan.
202
  
9. Merk 212  
212 adalah merk atau logo 212 untuk melaksanakan kegiatan usaha yang 
dimiliki oleh Koperasi yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia. Wilayah, Cabang dan Komunitas dapat menggunakan merk 
212 untuk kegiatan usaha dengan persetujuan tertulis dari koperasi dalam bentuk 
sertifikat dan harus ada kontribusi bagi hasil kepada Koperasi yang besarnya 2.5% 
dari keuntungan bersih usaha tersebut. 
Pengurus menerbitkan Surat Keputusan tentang Alokasi Bagi Hasil sebesar 
2,5% pada setiap kegiatan usaha yang menggunakan merk 212 di Komunitas, di 
Cabang dan atau di Wilayah dan karenanya unit usaha yang bersangkutan 
melaporkan neraca laba ruginya setiap bulan kepada Koperasi. Laporan neraca 
laba rugi dari unit usaha disampaikan kepada Pusat selambat-lambatnya setelah 14 
hari kerja sesudah tutup buku setiap bulan. Jika dalam Laporan Neraca Laba Rugi 
tahunan, ternyata bagi hasil 2,5% itu berlebih dari jumlah yang dibayarkan unit 
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usaha perbulannya, maka kelebihan pembayaran dari bagi hasil itu merupakan 
saldo lebih unit usaha yang diperhitungkan kemudian. Jika terjadi kekurangan 
pembayaran, maka unit usaha wajib membayar kekurangan bagi hasil itu 
selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tutup buku tahunan. Setiap unit usaha 
melaporkan secara seketika (real time transaction) setiap transaksi yang 
dilakukan kepada Koperasi yang laporan ini menjadi bahan laporan laba rugi 
setiap bulan.
203
  
Tabel 14. Perhitungan Bagi Hasil  
 
Sumber. Dokumen kebijakan Strategis dan pengembangan 212Mart
204
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Dokumen, Kebijakan Strategis dan Pengembangan 212Mart, diunduh dari Grup 
Koperasi Syariah 212 Boyolali, hari Senin 8:30 WIB. 
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Data diatas menyebutkan laporan Rekonsiliasi data keuangan yang terhitung satu 
tahun sejak gerai 212 Mart dibuka serta bagi hasil 2,5% yang diperoeh dari 
keuntungan yang diperoleh 212 Mart.  
10. Pemberhentian Pengurus Komunitas, Cabang dan Wilayah  
Pengurus Koperasi dapat memberhentikan Pengurus Komunitas, Cabang 
dan, atau Wilayah, tanpa melalui surat peringatan terlebih dahulu, apabila telah 
terbukti melakukan: Perbuatan berzina, atau pelaku LGBT; Mengkonsumsi atau 
mengedarkan narkoba atau narkotika, psikotropaika, dan zat adiktif; Meminum 
minuman keras; Mencuri atau korupsi; Melakukan perjudian; Pelanggaran 
AD/ART, POK serta ketentuan organisasi lainnya yang berlaku di koperasi. 
Pemberhentian ini dilakukan setelah adanya verifikasi kepada Penasehat 
komunitas, Cabang dan, atau Wilayah serta pihak terkait lainnya oleh pengurus 
koperasi pusat yang menyimpulkan bahwa perbuatan itu benar terjadi. Tahapan 
pemberhentiannya adalah: a. Melakukan verifikasi kepada penasehat komunitas 
dan pihak terkait lainnya; b Memberikan teguran lisan; c Memberikan Surat 
Peringatan (SP) Satu; d Memberikan Surat Peringatan Dua.
205
  
Gambar 9. Daftar Komunitas KS 212 se-Indonesia 
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Sumber. Dokumen Daftar Komunitas KS212 per 4 November 2017 
206
 
11.Susunan Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta 
a. Tujuan Pendirian: 
1) Menjadi bagian dari gerakan jihad ekonomi demi kebangkitan umat dan 
perwujudan keadilan untuk semua, 2) Bersilahturahmi dengan mujahid 
ekonomi umat lainnya, 3) Ikut membuat bisnis syariah bersama yang 
disinergikan dengan strategi bisnis Koperasi Syariah 212.
207
 
b. Payung Hukum: 
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Dokumen, Daftar Komunitas Koperasi Syariah 212, diunduh di grup Komunitas 
Koperasi Syariah 212 Boyolali, Jumat 3 Agustus 2018, 13.30 WIB.  
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Dokumen 1 Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta diambil di Kantor PT Umat 
Komunitas Syariah 212 Surakarta pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 10.00 WIB, hlm. 1. 
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PT. Usaha Muslim Amanah Ta‟aruf (PT UMAT) Surakarta berdasarkan: 
Akta Pendirian oleh Notaris Makiyah Nur Diniyah, SH, MKn 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
AHU-0038836.AH.01.01.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan 
Hukum Perseroan Terbatas. PT. Usaha Muslim Amanah Taaruf (PT. 
UMAT)
208
 
c. Tugas Komunitas: 
Adapun sesuai panduan dari pengurus Koperasi Syariah 212, tugas Komunitas 
yaitu: Menjadi pusat Informasi Koperasi Syariah 212 didaerah atau 
organisasinya, Menjadi pusat pendaftaran anggota Koperasi Syariah 212 sesuai 
prosedur yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212, Melakukan kajian bisnis 
syariah, Melakukan kegiatan training dan pengembangan kompetensi, dan 
Menjadi pusat bisnis komunitas.
209
 
d. Susunan Pengurus Komunitas Koperasi Syariah Surakarta 
Tabel 15. Susunan Pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Pusat 
Penasehat  Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, Sp. PD 
Prof. Dr. Adi Sulistyono, SH, MH 
Drs. M. Rasyid, MM 
Pembina Prof. Dr. Ali Imron AM, M.Hum 
Muhammad Wusthon 
Waluyo Raharjo 
Ust Syarif  Baraja 
Pengawas Drs. Eko Arief Sudaryono M.Si, Ak, CA, BKP‟ 
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Pribadi, 15 Mei 2018, jam 10.00WIB. 
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Drs. Nurmadi HS, M.Si, Ak 
Muhammad Ridho, M.SC 
Ketua 1  
Ketua 2 
Drs. Wartono, M.si, Ak, CPA 
Suharta, SE, CRBD 
Sekertaris 1 
Sekertaris 2 
Edi Wahyono SS, M.hum 
Muladi Winowo, SE, M.Pd 
Bendahara 1 
Bendahara 2 
Bendahara 3 
Any Saraswaty, SH 
Erna Sumarwani, SE 
1) Endang TW, SE,  
2) Muh Fattahilah S, Spdl,   
3) Siska Dyah Indraini, S.Psi, MM 
Humas & kerj 1) Sarjaka; 2) Sunyoto, S.Sos, 3) Riyanto 
Bidang Dakwah 1) Heru  Joko W,  
2) Drs. Suhardi,  
3) Suwarto, S.Pd 
Hukum & Ad Chairul Sadad akbar, Sh, MH 
Bidang TI Donny Cahyono, S.Si 
Bidang Bisnis 1) Rony YL, E; 2) Suwarni, S.Sos, M.si 
Pengembangan  SDM Zakiyah Rahmawati, S.si, Apt 
Kord Wilayah  SKH 
Kord Wilayah SKA 
Kord Wilayah WNG 
Kord Wilayah Sragen  
Kord Wilayah  Klaten:  
Kord Wilayah Boyolali 
Kord Wilayah Karanganyar 
1) Nani Giyanti SP, 2) Tarno., S.Ag 
1) Joko Trihono SE, 2) Dra Erni H., MM 
Arifin Hidayat, SE 
Drs. Raden Suprapto, M.Si 
Harsono, SE 
Supriyadi 
1) Ir. Diwi Acita Irawati, MP;  
2) Ir. Wahyu Setyorini;  
3) Drs. Arkhanuddin
210
 
Sumber: Dokumen Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta 
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12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Berinvestasi di 212 Mart 
 Berdasarkan penuturan admin Komunitas Koperasi Syariah 212 standar 
operasional prosedur untuk berinvestasi di 212Mart Colomadu adalah:  
a. Mengisi daftar anggota di 22 Mart Fajar Indah Colomadu 
b. Merupakan anggota Koperasi Syariah 212 Pusat (KS212) 
1) Bagi yang sudah mendaftar KS212, silahkan meginformasikan nomor 
anggota dengan melampirkan email dari KS212 Pusat. 
2) Bagi yang belum menjadi anggota dapat melakukan registrasi secara online 
diwebsite KS212: www.koperasisyariah212.co.id 
3) Bagi yang kesuitan untuk melakukan pendaftaran online secara mandiri 
dapat mengisi secara offline dengan mengunjungi kantor PT Umat atau 212 
Mart 212 terdekat. 
c. Mengisi formulir kesediaan investasi 212 Mart Colomadu 
d. Melakukan transfer ke no.rekening 212.212.1230 BNI Syariah a.n. PT Usaha 
Mandiri Amanah Taaruf dengan ketentuan minimal 2 lembar saham seharga 
Rp 500.000,00/lembar ditambah dengan biaya admin Rp 100.500,00 
e. Simpan buku transfer tersebut dan mengirimkan bukti transfer ke Grup WA 
Komunitas atau menitipkan FC bukti transfer ke 212 Mart Fajar Indah 
Colomadu 
f. Aktif berbelanja di 212 Mart Fajar Indah Colomadu dan Mendapatkan 
informasi pengelolaan dan bisa menjadi mitra konsinyasi di 212 Mart.
211
 
                                                          
211“Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta tentang Tatacara menjadi Investor 212 Mart 
Fajar Indah Colomadu”, Brosur,diambil di kantor PT Umat pada tanggal 9 Juni 2018, jam 10.00-
12.0 WIB. 
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Penerapan Standar Operasional Prosedur terkait pendaftaran calon investor 
sudah dipahami dan disosialisasikan dengan baik oleh karyawan dan pengurus 
Komunitas Koperasi Syariah 212. Masyarakat yang ingin berinvestasi di 212 Mart 
Colomadu dijelaskan prosedurnya terlebih dahulu oleh petugas/karyawan dan 
dipandu sesuai prosedur.  
Gambar 10. Pengesahan Komunitas Koperasi Syariah 212 
 
Sumber. Dokumen Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta 
Gambar diatas adalah Surat keputusan pengukuhan Komunitas Koperasi 
Syariah 212 Surakarta yang menetapkan bahwa terhitung tanggal 3 oktober 
2017 menetapkan dan mengukuhkan Komunitas Koperasi Syariah 212 
Surakarta dengan menunjuk Wartono sebagai Ketua Umum Komunitas, serta 
memberlakukan pengukuhan Komunitas selama 3 (tiga) tahun hingga 3 
Oktober 2020. 
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BAB IV 
Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-
MUI/IX/2017 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007  
 
A. Praktik Operasioal dan Manjemen Koperasi Syariah 212 
Praktik Standar Operasional Prosedur yang dijalankan Koperasi Syariah 212 
berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari cepatnya tanggapan pihak Koperasi 
Syariah 212 dalam menjawab berbagai pertanyaan melalui situs resmi di 
www.koperasisyariah212.co.id serta prosedur pendaftaran menjadi anggota 
koperasi Syariah 212 secara online yang terdapat pada halaman 72 bab III skripsi 
ini, hanya dengan mengisi sesuai ketentuan yang tercantum. Pendaftaran 
offlinenya pun cukup mendatangi gerai 212 Mart atau kantor Komunitas Koperasi 
Syariah 212 yang telah terdaftar diseluruh indonesia (lihat dihalaman 109).  
Mengenai ruang lingkup SOM meliputi 3 bagian yang terdiri dari Standar 
Operasional manajemen (SOM) kelembagaan KSPPS/USPPS koperasi, Standar 
Operasional manajemen (SOM) Usaha KSPPS/USPPS koperasi, dan Standar 
Operasional manajemen (SOM)  Keuangan KSPPS/USPPS koperasi. 
Dari ketiga ruang lingkup SOM tersebut, penulis menemukan hanya SOM 
Kelembagaan yang memenuhi standar Permenkop, SOM Usaha Koperasi Syariah 
212 memuat 4 standar dari 10 standar operasional yang diatur Permenkop, SOM 
Keuangan Koperasi Syariah memuat 3 Standar dari 11 standar yang ditetapkan 
Permenkop.  
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Berikut rincian dari SOM Usaha Koperasi Syariah 212 yang sesuai dengan 
standar Permenkop  adalah: 
a. Standar penghimpunan dan penyaluran dana 
b. Standar Jenis pinjaman dan pembiayaan 
c. Standar Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan. 
d. Standar Penanganan Pembinaan Anggota oleh KSPPS/USPPS Koperasi 
Sedangkan SOM Usaha Koperasi Syariah 212 yang belum tercantum sesuai 
Permenkop adalah: Standar pelayanan pinjaman & pembiayaan kepada unit lain; 
Standar batasan maksimum pinjaman; Standar biaya administrasi pinjaman; 
Standar agunan; Standar pengembalian dan jangka waktu pinjaman & 
pembiayaan; Standar pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS koperasi; Standar 
penanganan pinjaman & pembiayaan bermasalah  
SOM Keuangan Koperasi Syariah yang sesuai dengan Permenkop adalah: 
a. Standar Kesimbangan Arus Dana 
b. Standar Pembagian SHU 
c. Standar Pelporan Keuangan 
 Sedangkan SOM Keuangan Koperasi Syariah 212 yang belum tercantum 
sesuai permenkop adalah: Standar penggunaan kelebihan dana; Standar 
penghimpunan dana dari luar; Standar pengukuran kinerja KSPPS/USPPS 
Koperasi  
 Kesimpulannya, Standar Operasional Manajemen (SOM) pada Koperasi 
Syariah 212 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 pasal 17 
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tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simapn Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Oleh Koperasi. 
 
B. Hubungan Hukum antara Koperasi Syariah 212 dengan 212 Mart di 
Surakarta 
  Berdasarkan data dilapangan yang penulis peroleh, hubungan hukum yang 
terjalin antara Koperasi Syariah 212 dengan 212 Mart di Surakarta yang dikelola 
oleh PT Umat (usaha muslim amanah ta‟aruf) surakarta, merupakan hubungan 
kerjasama bisnis dengan sistem waralaba (Franchises). Hal ini terbukti dengan 
adanya perjanjian yang mana komunitas 212 Surakarta mengikuti aturan koperasi 
syariah 212 pusat terutama dalam pengelolaan 212 Mart.  
Dalam hal ini Koperasi Syariah 212 sebagai Mitra I dan PT 
Umat/Komunitas 212 Surakarta sebagai Mitra II. Terdapat perjanjian kerjasama 
kemitraan yang dilakukan oleh Mitra I dan Mitra II dalam melakukan hubungan 
kerja yang berbentuk Sistem Bagi hasil (Franchise). Mitra I dan Mitra II 
mengadakan kerjasama kemitraan dengan sistem bagi hasil 2,5% dari hasil bersih 
pendapatan 212 Mart yang dikelola Mitra II. Dalam perjanjian kerjasama 
kemitraan tersebut terdapat pasal-pasal yang berisi mengenai hak dan kewajiban 
masing-masing pihak yang harus dilaksanakan ketika perjanjian berlangsung. 
212 Mart adalah minimarket modern dan merupakan brand minimarket 
Koperasi Syariah 212, yang didirikan secara berjamaah oleh anggota koperasi 
Syariah 212 yang membentuk sebuah Komunitas Koperasi Syariah 212. 
Kerjasamanya berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan tata kelola usaha 
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yang baik. Koperasi dapat bermitra usaha dengan wilayah, cabang atau komunitas 
dengan menetapkan bagi hasil sebesar 2,5% sampai dengan 10% dari keuntungan 
bersih. Koperasi menerbitkan persyaratan dan panduan kerjasama usaha sesuai 
dengan bidang-bidang usaha yang dikembangkan. 
Sistem franchise yang digunakan Koperasi Syariah 212 untuk 212 Mart 
berbeda dengan franchise yang digunakan pada umumnya karena Koperasi 
Syariah 212 menggunakan kebijakan antara lain: a. bebas biaya Royalty; b. bebas 
biaya Franchise Fee; c. Bebas biaya Management Fee. Itulah perbedaan 212 Mart 
dengan perusahaan lain dan sekaligus menjadi kelebihan yang dimiliki Koperasi 
Syariah 212. Tetapi Koperasi Syariah 212 memberlakukan biaya dalam bentuk 
lain. Yaitu Ujrah. Biaya ini dibayarkan satu kali untuk selamanya diawal 
pendirian 212Mart. Biaya ujroh tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, tapi 
masuk ke Koperasi Syariah 212 (Pusat) sebagai salah satu hasil usaha dan sebagai 
Sisa Hasil Usaha (SHU) nantinya.
 
 
Dalam mendirikan 212 Mart diseluruh Indonesia, Komunitas Koperasi 
Syariah 212 wajib menggunakan badan hukum sendiri namun diutamakan 
berbadan hukum Koperasi karena 212 Mart milik umat (berjamaah) yang tetap 
sebagai satu kesatuan sistem dan jaringan ritel. Hal ini berbeda dengan 
minimarket modern yang ada, yang dibangun dibawah satu PT atau satu 
perusahaan nasional dan dimiliki oleh individu (ideologi dan sistem kapitalis). 
Sehingga minimarket modern tersebut ketika didirikan tidak perlu menggunakan 
badan hukum sendiri karena sudah menginduk ke pusat. Dan minimarket baru 
yang didirikan tersebut hanya sebagai cabang dari perusahaan induknya (pusat), 
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yang dibutuhkan hanyalah SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dari daerah 
dan pemerintah setempat.  
 
C. Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 terhadap praktik Waralaba 212 mart di 
Surakarta. 
1. Pandangan DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 
Syirkah menurut fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap 
pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan 
bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara 
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara 
proporsional. syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal dan 
dikenal dengan nama syirkah inan. Adapun ketentuan tersebut adalah: 
a. Ketentuan Sh{igah  
Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan 
dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik). 
Dalam praktiknya akad syirkah pada Koperasi Syariah 212 dinyatakan 
dalam bentuk proposal pengajuan kemitraan  gerai 212 Mart. Sedangkan 
masyarakat yang ingin bergabung dengan Koperasi Syariah 212 maka harus  
menjadi anggota terebih dahulu dengan mendaftarkan diri melalui website 
resmi Koperasi Syariah 212 secara online, atau mendatangi 212 Mart terdekat 
ataupun mendatangi kantor komunitas Koperasi Syariah 212 terdekat. 
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b. Ketentuan Para Pihak 
Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke 
persoon) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukrniyah/rechts- 
person), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarik 
(mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam praktiknya syarik (mitra) yang bergabung membentuk 212 Mart  
berbentuk Komunitas yang disahkan Koperasi Syariah 212 Pusat baik 
berbentuk PT maupun Koperasi. Sebelum mendirikan 212 Mart, pihak 
komunitas 212 mengajukan proposal ke Koperasi Syariah 212 Pusat untuk 
disurvei terkait legalitas Komunitas Koperasi yang akan 
menggunakan/mendirikan produk usaha berupa 212 Mart. 
c. Ketentuan Ru's Al-Mal 
Modal usaha syirkah wajib diserah terimakan, baik secara tunai maupun 
bertahap sesuai kesepakatan. Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta 
(syirkah amwal), keahlian/keterampilan (syirkah 'abdan), dan reputasi 
usaha/nama baik (syirkah wujuh).  
Dalam praktiknya, modal usaha Komunitas Koperasi Syariah 212 adalah 
berupa harta (syirkah amwal) yang dihimpun secara berjamaah (minimal 100 
orang) untuk berinvestasi membangun 212 Mart sesuai type A, B, atau C 
yang ada dihalaman 74. Sedangkan pihak Koperasi Syariah 212 memberikan 
Brand 212, Bebas biaya loyalty, bebas biaya franchise, bebas biaya 
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management, dalam hal ini dapat dikatakan Koperasi Syariah memberikan 
modal paket usaha/nama baik (Syirkah Wujuh) 
d. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil 
Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan 
dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk 
nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan. Nisbah 
dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak 
boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. 
Dalam praktiknya, Komunitas Koperasi Syariah 212 yang mengelola 212 
Mart, setiap bulan melaporkan hasil penjualan kepada Koperasi Syariah Pusat 
untuk dibagi keuntunggannya berupa 2,5% laba bersih untuk koperasi Syariah 
Pusat. 
e. Ketentuan Kegiatan Usaha 
Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama 
entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri. Para syarik (mitra) tidak 
boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's 
al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan 
mitra-mitra.  
Dalam praktiknya syarik (mitra) yaitu komunitas 212 menjual produk-
produk yang halal, diminimarket tersebut penulis tidak menemukan produk 
rokok, yang mana hampir disetiap toko baik minimarket modern maupun 
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tradisional menjual produk rokok yang jelas laris dipasaran. Produk yang  
penulis temukan pada 212 Mart yang dijual adalah produk pabrikan yang 
hampir sama dengan toko-toko pada umumnya. Dikarena produk distributor 
tersebut mudah didapat dan harganya pun tergolong terjangkau. Selain itu 
212 Mart juga menjual produk ukm masyarakat sekitar berbentuk Minyak 
goreng, gula pasir, beras, air mineral, tepung, telur, kecap, kopi tissu dengan 
sistem titip produk (Konsinyasi). 
f. Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan 
Pembagiannya 
Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan 
atau penghentian musyarakah. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus 
dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan 
tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang 
ditetapkan hanya untuk syarik tertentu. Salah satu syarik boleh mengusulkan 
bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase 
itu diberikan kepadanya. Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan 
sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan 
dalam akad. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para 
syarik secara proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang 
disertakannya.  
Dalam praktiknya, pembagian Keuntungan dari 212 Mart sebagai 
berikut: 
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Sumber. Kebijakan Strategis dan Rencana Pengembangan 212 Mart  
Dalam praktiknya, kerjasama usaha antara Koperasi dan Komunitas 
berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan tata kelola usaha yang baik. 
Pusat dapat bermitra usaha dengan wilayah, cabang atau komunitas dengan 
menetapkan bagi hasil sebesar 2,5% sampai dengan 10 % dari keuntungan 
bersih. Pentingnya Fatwa DSN-MUI agar usaha yang dijalankan 212 Mart 
tidak melanggar Syariat Islam yaitu Maysir (perjudian), Gharar 
(ketidakjelasan), Riba (Bunga), serta produk yang dijual dijamin 
kehalalannya dan tidak menjual barang haram. 
2. Pandangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
Penggunaan sistem waralaba pada 212 Mart telah mematuhi Peraturan 
Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Kriteria tersebut adalah: 
a. Memiliki ciri khas usaha, yaitu usaha yang memiliki keunggulan atau 
perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, 
dan membuat kosumen selalu mencari ciri khas dimaksud. 
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Dalam praktiknya, Koperasi Syariah 212 memiliki nilai lebih berupa Brand 
212 Mart yang  mengusung spirit212/aksi bela islam, bebas biaya Franchise, 
bebas managemen fee, 212 Mart merupakan gabungan, unifikasi atau 
kombinasi antara koperasi dengan minimarket. 
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 
Berdasarkan pengalam pemberi waralaba (Franchise) yang telah dimiliki 
kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk 
mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, terbukti masih 
bertahan dan berkembanya usaha tersebut dengan menguntungkan. 
Dalam praktiknya, 212 Mart sejauh ini berjalan dengan baik dan 
cenderung mengalami peningkatan jumlah gerai yang berdiri diberbagai 
wilayah seluruh Indonesia. Hal ini diketahui dengan laporan dari Koperasi 
Syariah 212 tahun buku 2017, bahwa jumlah gerai 212 Mart ada 61 Gerai di 8 
Provinsi, 18 Kabupaten/Kota dan 49 Kecamatan diseuruh Indonesia. Selain itu 
kemitraan dengan produsen komoditas menjadikan 212 Mart sebagai mitra 
dagang, berpotensi memberikan strategi penawaran dan harga terbaik.  
c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan 
yang dibuat secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan 
usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama. 
Dalam praktiknya Koperasi Syariah 212 memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pendaftaran anggota yang ingin berinvestasi di 212 Mart (lihat 
halaman 83). Sedangkan tugas komunitas (mitra ) Koperasi Syariah 212 adalah 
menjadi pusat informasi Koperasi Syariah 212 didaerah atau organisasinya, 
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menjadi pusat pendaftaran anggota Koperasi Syariah 212 sesuai prosedur yang 
ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212, melakukan kajian bisnis syariah, 
melakukan kegiatan training dan pengembangan kompetensi, dan menjadi 
pusat bisnis komunitas. 
d. Mudah diajarkan, diaplikasikan, dan dukungan yang berkesinambungan, yaitu 
dukungan dari pemberi waralaba dengan penerima waralaba secara terus 
menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. 
Dalam praktiknya, Koperasi Syariah 212 dan tim ahli memberikan 
pelatihan secara berkala kepada karyawan di tiap gerai 212 Mart, untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik kepada pelanggan dan 
masyarakat. Mengenai sistem promosi 212 Mart terpusat, terprogram, dan 
tematik. Serta Semua tranksaksi terrekam dalam sistem komputer terintegrasi. 
Sistem dapat melakukan perhitungan dan pelaporan transaksi tiap harinya.    
Komunitas yang membangun 212 Mart mendapatkan: Distributor Center, 
Distributor, Pabrik-pabrik, Suplier bahan Raw Material dari Koperasi Syariah 
212 pusat dan bekerjasama dengan komunitas dalam pengawasan team ahli 
dalam pengelolaannya.  
e. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar dan terkait dengan 
usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah terdaftarkan 
dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran diinstansi 
berwenang.  
Dalam praktiknya, Koperasi Syariah 212 mendapatkan pengesahan dari 
pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil 
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Menengah Nomor 003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 19 Januari 2017 dan Akta No. 
02 tanggal 10 januari 2017 yg dibuat dan disampaikan oleh Notaris SURJADI, 
SH., MKn., MM dan diterima pada tanggal 19 Januari 2017 di Jakarta. 
Pentingnya aturan hukum tersebut agar masyarakat yang ingin bergabung 
untuk berinvestasi di 212 Mart aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh 
karena itu pentingnya legalitas usaha agar usaha tersebut berada dijalur hukum 
dan dapat dipertanggung-jawabkan dimuka hukum.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik waralaba 212 Mart ditinjau 
berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad 
Syirkah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, maka 
penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Praktik Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan Koperasi Syariah 
212 berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh Pengurus, Anggota, 
Komunitas, dan karyawan Koperasi Syariah 212 Pusat maupun digerai 212 
Mart. Sedangkan praktik Standar Operasional Manjemen (SOM) Koperasi 
Syariah 212 belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menegah Nomor: 11/Per/M.KUKM/ XII/2017 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 
Koperasi. 
2. Hubungan Hukum antara Koperasi Syariah 212 dengan 212 Mart didaerah 
Surakarta adalah sebuah hubungan kemitraan bisnis yang memakai sistem 
waralaba (Franchise). Mitra I adalah Koperasi Syariah 212 sebagai pemberi 
waralaba, Mitra II adalah Komunitas Koperasi Syariah 212 yang menggunakan 
merek serta sistem pengelolaan 212 Mart yang diawasi langsung oleh Koperasi 
Syariah 212 Pusat. Pentingnya Fatwa DSN-MUI agar usaha yang dijalankan 
212 Mart tidak melanggar Syariat Islam yaitu Maysir (perjudian), Gharar 
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(ketidakjelasan), Riba (Bunga), serta produk yang dijual dijamin kehalalannya 
dan tidak menjual barang haram. 
3. Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syirkah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengenai 
praktik Waralaba 212 Mart di Surakarta. Pelaksanaan sistem bagi hasil 
(Syirkah) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang melibatkan Koperasi 
Syariah 212 dengan Komunitasnya dalam mengelola 212 Mart telah memenuhi 
6 ketentuan yaitu Ketentuan Sh{igah, Ketentuan Para Pihak, Ketentuan Rus Al-
Mal, ketentuan Nisbah Bagi Hasil, Ketentuan Kegiatan Usaha, serta Ketentuan 
Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan Pembagiannya. Sedangkan 
Praktik 212 Mart menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba telah memenuhi semua kriteria yang tertera sehingga aman untuk 
bergabung berinvestasi mengembangkan 212 mart. 
B. Kritik 
Semangat 212 Mart belum sepenuhnya memajukan produk masyarakat 
karena masih menjual produk pabrikan yang seharusnya memajukan UMKM 
lokal. Hal ini terlihat di etalase produk-produk yang dijual di gerai 212 Mart. 
Meskipun demikian, semangat yang digaungkan patut diapresiasi dan didukung 
untuk memajukan produk lokal kedepannya. 
C. Saran 
1. Kepada Koperasi Syariah 212, terutama produk usahanya 212 Mart 
kedepannya diharapkan lebih memfokuskan produk UMKM masyarakat, agar 
mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini, yang mana sistem 
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kapitalis menguasai pangsa pasar Indonesia. Diharapkan sistem Berjamaah 
yang dijadikan tujuan berdirinya Koperasi Syariah 212 dapat memberikan 
kemaslahatan umat dan memperluas pangsa pasarnya bersama merangkul 
produk lokal. 
2. Kepada Anggota, diharapkan selain berinvestasi berupa uang juga berinvestasi 
produk UKM sendiri atau warga sekitar dan dititipkan (konsinyasi) di gerai 
212 Mart terdekat agar masyarakat lebih mengkonsumsi produk lokal buatan 
sendiri daripada produk pabrik, yang mana banyak mematikan produsen lokal 
(pedagang kecil) yang belakangan ini sudah banyak gulung tikar karena post-
post hegemoni kapitalis. 
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